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ABSTRAK 
ANDI ASRIADI HAFID (B111 08 314), Tinjauan Yuridis Terhadap Delik 
Pembunuhan (Studi Kasus No.08/Pid/2012/PN.Sidrap. Penulisan 
Skripsi ini di bawah bimbingan Muhadar sebagai Pembimbing I dan 
Nur Azisa sebagai Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim 
dalam menjatuhkan putusan serta untuk mengetahui penerapan sanksi 
pidana terhadap pelaku delik pembunuhan dalam putusan (Studi Kasus 
Nomor : Pid.B/2012/PN. Sidrap). Apakah sudah tepat dengan norma-
norma hukum, asas hukum dan jurisprudensi. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sidrap, Kecamatan Baranti, 
yang bersifat deskriftif. Jenis data yang digunakan adalah primer dan data 
sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara (interview) dan 
komunikasi dalam hal ini adalah studi kepustakaan. Analisa data 
dilakukan dengan analisa kualitatif. 
Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) Penerapan 
hukum pidana terhadap delik pembunuhan dalam putusan (Studi Kasus 
Nomor : Pid.B/2012/PN/Sidrap) sudah tepat karena perbuatan terdakwa 
memenuhi unsur Pasal 338 KUHP. (2) Pertimbangan hukum Hakim dalam 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Studi Kasus No : 
Pid.B/2012/PN/Sidrap telah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku 
karena Hakim telah teliti melihat dakwaan yang diberikan oleh Jaksa 
Penuntut Umum dengan berdasar kepada fakta-fakta yang ada sehingga 
Hakim menyadari tidak adanya kekeliruan peran pelaku yang 
didakwaakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Maka Hakim Pengadilan Negeri 
Sidrap menjatuhkan putusan 9 (sembilan) tahun penjara, dimana Pasal 
yang didakwakan kepada terdakwa adalah Pasal 338 KUHP yang 
mengatur pidana 15 (lima belas) tahun penjara.   
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BAB I 
     PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang Masalah  
Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia 
Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan keberadaan hukum 
ditengah-tengah masyarakat memang tidak berdiri sendiri, maksudnya 
hukum memiliki keterkaitan yang erat dan kehidupan masyarakat. Dalam 
kenyataan, perkembangan hukum yang berlaku dimasyarakat, demikian 
pula sebaliknya. 
Pendiri negara telah mengamanatkan bahwa Negara Republik 
Indonesia adalah negara berdasarkan Hukum (Rechstaat) dan bukan 
negara atas dasar kekuasaan belaka (Machstaat), hal ini diperkuat lagi 
dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) yang 
tertulis: “Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsekuensi 
dari sebuah negara hukum adalah seluruh aktivitas masyarakat tanpa 
terkecuali tidak boleh atau bertentangan dengan norma-norma hukum 
yang berlaku dan setiap tindakan yang melanggar hukum akan dikenakan 
sanksi sesuai ketentuan hukum. 
Namun pada kenyataannya Negara Indonesia merupakan salah 
satu negara yang mempunyai tingkat kriminalitas yang tinggi, sehingga 
diperlukan upaya keras dari para penegak hukum mengatasi masalah ini. 
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Masalah kejahatan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang baru, 
meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi prinsipnya dinilai sama 
peningkatan kejahatan dari waktu kewaktu, tidak dapat dielakkan dengan 
berbagai bentuk perubahan sebagai pendorongnya.  
Kejahatan merupakan atau perilaku seseorang yang melanggar 
hukum positif atau hukum yang telah dilegitimasi berlakunya dalam suatu 
Negara. Ia hadir ditengah masyarakat berbagai model perilaku yang 
sudah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggar dan dilarang oleh 
hukum. 
Dalam hal penegakan hukum, walaupun aparat penegakan hukum 
telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangan, namun dalam 
kenyataan masih saja muncul reaksi sosial bahkan beberapa tahun 
terakhir ini tampak bahwa laju perkembangan kejahatan di Sulawesi 
Selatan pada umumnya dan di Daerah-daerah pada khususnya 
cenderung meningkat baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas 
dengan modus operandi yang berbeda. 
Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa 
dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada 
pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan 
masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi kenyataannya 
tidak  semua unsur dalam masyarakat siap tunduk kepada aturan yang 
ada. Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum antara lain 
seperti kejahatan pembunuhan. 
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Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang 
sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. 
Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam 
tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan 
manusia, oleh karena itu upaya dan langkah-langkah untuk memberantas 
kejahatan perlu senantiasa dilakukan dalam hubungan tersebut kendati 
kejahatan pembunuhan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang 
cukup meningkat. Banyaknya kejahatan yang terjadi disekitar kita yang 
sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa 
mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dan pelakunya 
adalah keluarga atau kerabat dekat korban, dimana faktor yang 
menyebabkannya adanya kecemburuan sosial, dendam, pendidikan yang 
rendah dan faktor psikologis seseorang. 
Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial 
masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan 
sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini. 
Seiring dengan kemajuan dan perkembangan kehidupan dalam 
masyarakat, modus kejahatan pembunuhan semakin meningkat. Dalam 
Pasal 338 KUHP mengatur tentang barang siapa dengan sengaja 
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan 
pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dengan perkembangan 
teknologi dan kemajuan kehidupan masyarakat dengan diimbangi oleh 
tingkat pendidikan, moral, dan akhlak agama tidak berfungsi lagi. 
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Pada dasarnya keberadaan hukum ditengah-tengah masyarakat 
sangat penting, Apabila masyarakat ingin damai, adil dan sejahtera, maka 
syarat utama adalah mematuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku, 
pematuhan terhadap hukum tadi tidak dapat terjadi dengan sendirinya, 
tanpa adanya motivasi. 
Meskipun asumsi di atas cukup beralasan namun tampaknya 
masalah sanksi pidana sangat strategis sifat dalam menanggulangi dan 
mencegah kejahatan sebab jika tidak ada sanksipidana tidak ada pula 
yang menjalankan fungsi secara optimal. Pada dasarnya motivasi tersebut 
terdiri dari : 
1. Motivasi/dorongan yang bersifat psikologis/kejiwaan. 
2. Motivasi/dorongan untuk memelihara nilai moral yang luhur dalam 
masyarakat. 
3. Motivasi/dorongan dalam upaya untuk memperoleh perlindungan 
hukum. 
4. Motivasi/dorongan untuk menghindari sanksi hukum. 
Dari uraian diatas, maka dengan ini penulis berkeinginan meneliti 
dan membahas permasalahan dalam penyelesaian judul proposal tentang 
Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Pembunuhan (Studi Kasus Nomor 
:Pid.B/2012/PN.Sidrap). 
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B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap delik 
pembunuhan dalam putusan (Studi Kasus Nomor : 
08/Pid.B/2012/PN. Sidrap) 
2.  Bagaimana pertimbangan hukum Hakim menjatuhkan putusan 
(Studi Kasus Nomor:08/Pid.B/2012/PN.Sidrap). 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan (Studi Kasus Nomor:Pid.B/2012/PN.Sidrap). 
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku delik 
pembunuhan dalam putusan (Studi Kasus Nomor: 
Pid.B/2012/PN.Sidrap). 
 
D. Kegunaan  Penelitian  
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran 
dalam penerapan sanksi pidana terhadap kasus delik pembunuhan 
(Studi Kasus Nomor:08/Pid.B/2012/PN.Sidrap). 
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi atau 
referensi bagi kalangan akademis dan calon peneliti yang akan 
melakukan penelitian lanjutan tentang tinjauan yuridis terhadap 
delik pembunuhan (Studi Kasus Nomor: 08/Pid.B/2012/PN. Sidrap). 
3. Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi atau masukan bagi 
proses pembinaan kesadaran hukum bagi proses pembinaan 
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kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah peristiwa 
serupa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Delik dan Unsur Delik 
1. Pengertian Delik 
Kata “delik” berasal dari bahasa latin yakni delictum. Dalam bahasa 
Jerman disebut delict, dalam bahasa Prancis disebut delit dan dalam 
bahasa Belanda disebut delict kadang juga memakai istilah strafbaar feit. 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Leden Marpaung,2005:7) arti 
delik diberi batasan sebagai berikut; Perbuatan yang dapat dikenakan 
hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang. 
Menurut Pompe (Lamintang,1997:182), perkataan strafbaar feit itu 
secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: Suatu pelanggaran norma 
(gabungan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak 
dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan 
hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum 
dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai de normovertrending 
(verstoring der rechtsorde), waaran overtreder schuld heft en waarvan de 
bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechtsorde en de 
behartiging van het algemeen welzjin. 
Sedangkan Van Hammel (Zainal Abidin,2007:225) menguraikan 
delik (strafbaar felt) itu sebagai: Perbuatan manusia yang diuraikan oleh 
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Undang–Undang, melawan hukum, strafwaardig, (patut atau bernilai untuk 
dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (en aan schuld te witjen). 
Sedangkan menurut E.Utrecht (Leden Marpaung,2005:7) memakai 
istilah „‟peristiwa pidana‟‟ karena yang ditinjau adalah peristiwa (feit) dari 
sudut hukum pidana. Namun Moeljatno (Andi Hamzah,1994:86) menolak 
istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian 
yang konkret yang hanya menunjuk suatu kejadian yang tertentu saja, 
misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang matinya orang, 
tetapi melarang orang mati karena perbuatan orang lain.  
Moeljatno (Leden Marpaung,2005:7) sendiri memakai istilah 
”perbuatan pidana” untuk kata “delik‟‟. Menurut beliau, kata ”tindak” kata 
tindak lebih sempit cakupannya daripada “perbuatan‟‟. Kata “tindak” tidak 
menunjukkan pada sesuatu yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya 
menyatakan hal yang konkrit. 
Zainal Abidin (Andi Hamzah,1994:2005:87), mengusulkan 
pemakaian istilah “perbuatan kriminal”, karena “perbuatan pidana”, 
sedangkan tidak ada hubungan logisnya antara keduanya. Jadi, meskipun 
ia tidak sama istilahnya dengan istilah Moeljatno, tetapi keduanya rupanya 
dipengaruhi oleh istilah yang dipakai di Jerman, yaitu Tat (perbuatan) atau 
handlung dantidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata “feit” 
dalam bahasa Belanda itu. Tetapi Zainal Abidin menambahakan bahwa 
lebih baik dipakai istilah padanannya saja, yang umum dipakai oleh para 
sarjana yaitu delik. Memang jika kita perhatikan hampir semua penulis 
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memakai juga istilah “delik” disamping istilahnya sendiri seperti Roeslan 
Saleh disamping memakai “perbuatan pidana” juga memakai istilah 
“delik”. 
Di negeri Belanda dipakai istilah “feit” dengan alasan bahwa istilah 
itu tidak hanya meliputi perbuatan (handelen), tetapi juga pengabaian 
(nelaten). Pemakaian istilah feit pun disana oleh Van Der Hoeven, karena 
katanya yang dapat dipidana adalah pembuat, bukan feit itu. Sehubungan 
dengan itu, Van Hamel mengusulkan istilah strafwaardig feit (strafwaardig 
artinya patut dipidana). Vos (Andi Hamzah,1994:88) merumuskan delik itu 
sebagai; Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-
undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia pada umumnya 
dilarang dan diancam dengan pidana. 
Simons (Leden Marpaung,2005:8) memberikan definisi lebih lanjut 
mengenai delik dalam arti strafbaar feit sebagai berikut : Delik adalah 
suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja 
ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan 
sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. 
Menurut Van Hattum ( Lamintang 1997:186), semua syarat yang 
harus dipenuhi sebagai syarat agar orang itu dapat diadili haruslah juga 
dianggap sebagai unsur-unsur delik itu yakni : 
a. dipenuhi semua unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik; 
b. dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya; 
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c. tindakan dari pelaku haruslah dilakukan dengan sengaja, dan 
d. pelaku tersebut dapat dihukum. 
 
2. Unsur-Unsur Delik 
Perbuatan dapat dikategorikan delik bila memenuhi unsur-unsur, 
(Lamintang,1997:184)Sebagai berikut: 
1. Harus ada perbuatan manusia; 
2. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan 
pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan; 
3. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf); 
4. Dapat dipertanggung jawabkan.  
Sedangkan unsur delik menurut Moeljatno (Djoko Prakoso,1988 : 
104) menyatakan bahwa: 
1. Kelakuan dan akibat 
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan 
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana 
4. Unsur melawan hukum yang objektif  
5. Unsur melawan hukum yang subjektif 
Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara (Leden 
Marpaung,2005:10) mengemukakan bahwa : Unsur delik terdiri atas unsur 
objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat 
diluar diri manusia, yaitu berupa: 
1. Suatu tindakan; 
2. Suatu akibat dan; 
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3. Keadaan (omstandigheid) 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman dan 
Undang-Undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur perbuatan yang 
dapat berupa: 
1. Kemampuan (toerekeningsvatbaarheid) 
2. Kesalahan (schuld); perkataan “kesalahan” (Sofjan 
Sastrawidjaja,2004:186) merupakan terjemahan dari bahasa 
Belanda (schuld). Pengertian kesalahan itu dapat dilihat dari 
beberapa sudut, yaitu: pengertian secara umum dan pengertian 
secara yuridis. Adapun pengertian kesalahan secara umum, 
misalnya dalam matematika 7 + 5 = 15 adalah penjumlahan 
dalam kesalahan. Contoh yang lain adalah Ibukota Negara 
Indonesia yaitu Bandung, ini adalah jawaban dengan kesalahan. 
Pengertian kesalahan secara yuridis, misalnya seseorang 
dijatuhi pidana karena telah melakukan tindak pidana dengan 
kesalahan. 
Sedangkan Tongat (2002:3-5) menguraikan bahwa unsur-unsur 
delik ada dua macam yaitu : 
1. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat diluar pelaku (dader) 
yang dapat berupa : 
a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak 
berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa “perbuatan‟‟ yaitu 
perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh Undang-
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Undang. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan didalam Pasal 
242, Pasal 263 KUHP misalnya, unsur objektif yang berupa 
“perbuatan” dan sekaligus perbuatan yang dilarang dan 
diancam oleh Undang-Undang adalah perbuatan mengambil. 
b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materil. Contoh 
delik materil yang berupa suatu “akibat” adalah akibat-akibat 
yang dilarang dan diancam oleh Undang-Undang dan 
merupakan syarat dalam mutlak dalam delik antara lain akibat-
akibat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 dan Pasal 338 
KUHP misalnya, unsur objektif yang berupa “akibat‟‟ yang 
dilarang dan diancam dengan Undang-Undang adalah akibat 
yang berupa matinya orang. 
c. Keadaan atau masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh 
Undang-Undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu 
“keadaan” yang dilarang dan diancam oleh Undang-Undang 
adalah keadaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 160, 
Pasal 281, Pasal 282 KUHP misalnya, unsur objektif yang 
berupa “keadaan” adalah di tempat umum. 
2. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku 
(dader) yang berupa: 
a. Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap 
perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggung 
jawab). Kesalahan (schuld) Seseorang dapat dikatakan mampu 
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bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga 
syarat, yaitu : 
1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga 
Ia akan mengerti akan nilai perbuatannya dan karena 
mengerti juga akan nilai perbuatannya itu. 
2. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga 
Ia akan menentukan kehendaknya terhadap perbuatan 
yang Ia lakukan. 
3. Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan 
perbuatan mana yang tidak dilarang oleh Undang-Undang. 
Menurut Van Hamel (Sofjan Sastrawidjaja,2004:186) orang mampu 
bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat, yaitu: 
1. Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat sungguh-sungguh 
dari perbuatannya sendiri; 
2. Mampu untuk menginsyafi makna dan akibat perbuatannya itu 
bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 
3. Mampu untuk melakukan kehendaknya dalam melakukan 
perbuatan.  
Sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan (schuld) dalam pidana 
dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu : 
1. Dolus atau opzet atau kesengajaan 
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Menurut Memorie Van Toelicting (Rusli Effendy,1986:80), dolus 
atau sengaja berarti menghendaki mengetahui (willens en weetens) yang 
berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya.  
Tingkatan sengaja dibedakan atas tiga tingkatan yaitu :  
a. Sengaja sebagai niat : dalam arti ini akibat delik adalah motif 
utamauntuk suatu perbuatan yang seandainya tujuan itu tidak 
ada maka perbuatan tidak akan dilakukan. 
b. Sengaja akan kesadaran akan kepastian : dalam hal ini ada 
kesadaran bahwa dalam melakukan perbuatan itu pasti akan 
terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu. 
c. Sengaja insyaf akan kemungkinan, dalam hal ini dengan 
melakukan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan yang 
dapat terjadi dengan dilakukannya perbuatan itu. 
2. Culpa atau kealpaan atau ketidaksengajaan 
 Menurut Memorie Van Toelicting atas risalah penjelasan Undang-
Undang culpa itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Culpa itu baru 
ada kalau orang dalam hal kurang hati-hati, alpa kurang teliti atau kurang 
mengambil tindakan pencegahan. Yurisprudensi menginterpretasikan 
culpa sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang hati-
hati. 
 Lebih lanjut Rusli Effendy (1989:26) menerangkan bahwa kealpaan 
(culpa) dibedakan atas : 
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1. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste  schuld). Dalam hal ini, si 
pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu 
akibat, tetapi walaupun ia telah berusaha untuk mencegah toh 
timbul juga akibat tersebut. 
2. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Dalam hal ini, si 
pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu 
akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang, 
sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu 
akibat. 
 Mengenai Memorie Van Toelicting tersebut, Satochid Kartanegara 
(Leden Marpaung,2005:13) mengemukakan bahwa: Yang dimaksud 
dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah 
seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus 
menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti 
(weten) akan akibat dari perbuatan itu. 
Sedangkan menurut D. Simons (Leden Marpaung,2005:25) 
mengemukakan bahwa kealpaan adalah: Umumnya kealpaan itu terdiri 
atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, 
disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu. Namun, masih 
mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui 
bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang 
Undang-Undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan 
perbuatan itu meskipun telah mengetahui atau menduga akibatnya. 
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Dapat diduganya akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu 
syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga terlebih dahulu tidak 
dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam 
mempertimbangkan ada atau tidaknya dapat diduga lebih dahulu, itu 
harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan 
yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan 
hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaaan-
keadaan itu tidak ada. Rumusan Undang-Undang hukum pidana adalah 
yang bersifat melarang kita berbuat sesuatu dan ada pula yang 
mengharuskan kita untuk berbuat sesuatu yang apabila tidak diindahkan 
maka pelakunya akan dikenakan sanksi pidana.  
Menurut Sofjan Sastrawidjaya (1990:117) bahwa perbuatan atau 
kelakuan manusia ada yang berupa perbuatan aktif (berbuat sesuatu) dan 
ada pula berupa perbuatan pasif (tidak berbuat sesuatu). Perbuatan aktif 
manusia yang menimbulkan suatu kejahatan seperti pembunuhan Pasal 
338 KUHP, penganiayaan Pasal 351 KUHP, sedangkan perbuatan pasif 
manusia yang walaupun dalam keadaan tidak berbuat sesuatu dapat 
menimbulkan suatu tindak pidana misalnya tidak melapor kepada pihak 
yang berwajib apabila ada sesuatu permufakatan jahat, adanya niat untuk 
melakukan suatu kejahatan tertentu Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 
KUHP ; tidak mengindahkan kewajiban menurut Undang-Undang sebagai 
saksi, ahli atau juru bahasa, Pasal 224 KUHP; tidak memberi pertolongan 
kepada orang yang sedang menghadapi maut. 
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B. Delik Pembunuhan 
1. Pengertian Delik Pembunuhan 
 Delik pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan 
nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, pembunuhan 
biasanya dilatarbelakangi oleh macam-macam motif misalnya politik, 
kecemburuan, dendam, membela diri dan sebagainya. 
Apabila dipandang dari segi Ilmu Hukum dalam delik pembunuhan 
(Pasal 338 KUHP) bahwa yang dilarang adalah menyebabkan matinya 
orang lain, didalam delik pembunuhan, yang dilarang adalah timbulnya 
suatu akibat, yaknimenyebabkan matinya orang lain. Pembunuhan 
menurut Pasal 338 KUHP harus dilakukan segera sesudah timbulnya 
maksud untuk membunuh, tidak ada saat pikir-pikir lebih lama baik untuk 
memikirkan bagaimana cara maupun tempat pembunuhan. Apabila antara 
timbulnya maksud untuk membunuh dengan penyelenggaraannya, pelaku 
masih sempat memikirkannya dengan tenang mengenai cara sebaiknya 
untuk melaksanakan kejahatan pembunuhan tersebut, maka kejahatan 
tersebut digolongkan pada pembunuhan dengan direncanakan, delik 
pembunuhan dirumuskan secara materil, lebih jauh harus ditinjau dari 
kedudukan dan penempatan “opzettelijk‟‟ (perbuatan dengan sengaja).  
Menurut Ilmu Hukum Pidana, jika rumusan delik menggunakan 
unsur “opzettelijk” didepan, berarti unsur-unsur lain dari delik tersebut 
yang berasa dibelakang unsur opzet, semuanya diliputi oleh unsur opzet. 
Rumusan delik tersebut memiliki konsekuensi tersendiri yakni secara 
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mutlak harus ada bukti tentang pengetahuan pelaku mengenai 
perbuatannya itu merupakan perbuatan “menghilangkan nyawa orang 
lain”. Disamping itu harus dibuktikan pula bahwa perbuatan yang ditujukan 
untuk menimbulkan matinya orang lain itu dilakukan dengan sengaja. 
 
2. Jenis–Jenis Delik Pembunuhan 
Didalam KUHP terdapat beberapa jenis pembunuhan antara lain dapat 
diterangkan sebagai berikut:  
a. Pembunuhan Biasa (doodslag)  
Jenis pembunuhan ini diatur dalam Pasal 338 KUHP, agar dapat 
diancam, sebagaimana telah dijelaskan didalam pokok pembahasan di 
atas. 
b. Pembunuhan Berkualifikasi ( Pembunuhan yang diikuti, disertai 
atau didahului oleh tindak pidana lain) 
Jenis pembunuhan ini diatur dalam Pasal 339 KUHP, dimana 
pembunuhan ini adalah pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului 
oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan untuk mempersiapkan atau 
mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindari diri sendiri 
ataupun orang lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun 
untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan 
hukum. 
 Dalam kejahatan Pasal 339 KUHP ini, pembunuhan (doodslag) 
adalah menjadi pokok, tetapi pembunuhan ini mempunyai kausal dengan 
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tindak pidana lain (perbuatan yang dapat dihukum). Hubungan kausal ini 
mengandung pengertian bahwa tindak pidana lain harus menyertai atau 
mendahului perbuatan itu sehingga kedua tindak pidana ini merupakan 
suatu kesatuan. Maka dari itu diadakan pembatasan dalam maksud 
dimana pembunuhan itu dilakukan untuk dipersiapkan atau 
mempermudah atau jika kedapatan untuk menjamin pemilikan barang 
yang diperolehnya dengan melawan hukum, jika bagi penyerta pada 
perbuatan lain atau bagi para peserta lainya pada perbuatan itu. 
 Seseorang dapat melakukan kejahatan ini apabila Ia disamping 
melakukan pembunuhan, ia juga adalah pelaku atau peserta dalam 
perbuatan itu. Selain dari pada itu, pembunuhan juga harus 
dipertanggungjawabkan kepada siapa yang melakukannya atau siapa 
yang ikut serta, meskipun satu sama lain ada hubungannya, namun tetap 
merupakan dua perbuatan yang dapat dihukum, tiap-tiap perbuatan itu 
masing-masing dipertanggungjawabkan sendiri. 
c. Pembunuhan Berencana (moord) 
 Tentang pembunuhan berencana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP. 
Pembunuhan ini dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam 
keadaan tenang melenyapkan nyawa orang lain. Pasal 340 KUHP 
menyatakan bahwa barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih 
dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan 
rencana (moord), dengan pidana mati ataupun pidana seumur hidup atau 
selama waktu tertentu, paling lama dua puluh lima tahun. 
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 Isi Pasal ini hampir sama dengan isi Pasal 338 KUHP, 
perbedaannya jika itu pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud oleh 
Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbulnya niat, 
sedangkan dalam Pasal 340 KUHP pelaksanaan itu ditangguhkan setelah 
niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu 
akan dilaksanakannya. Jarak waktu antara timbul niat untuk membunuh 
dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, apakah 
pembunuhan itu akan diteruskan atau dibatalkan atau pula merencanakan 
dengan cara yang bagaimana ia melakukan pembunuhan itu. Waktu itu 
tidak boleh demikian penting, tetapi juga tidak perlu terlalu lama. 
 Hal ini mengandung pengertian bahwa yang penting disini adalah 
bahwa dalam waktu itu si pelaku masih sempat berfikir dengan tenang, 
apakah ia akan membatalkan niatnya atau meneruskan rencananya. Lain 
halnya apabila pikiran itu timbul dalam keadaan marah dan hal itu 
berlangsung secara terus menerus sampai ia melakukan pembunuhan itu, 
maka dalam hal ini tidak ada perencanaan yang dipikirkan dalam hati 
yang tenang. Bagi pembantu kejahatan ini tidak dikenakan peringanan 
hukuman  dengan hanya dihukum sepertiga dari hukuman pembunuhan 
biasa, akan tetapi harus dikenakan hukuman yang tersebut dalam Pasal 
340 KUHP. Jadi kesalahannya tetap membantu pembunuhan yang 
direncanakan dari semula, walaupun ia sendiri tidak ikut merencanakan. 
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d. Pembunuhan Terhadap Anak Yang Baru Lahir (kinderdoodslag) 
 Hal ini diatur dalam Pasal 341 KUHP. Pasal ini memiliki ancaman 
hukuman penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, yang dikenakan dalam 
Pasal ini adalah seorang Ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan 
sengaja (tidak direncanakan lebih dahulu) membunuh anaknya pada 
waktu dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan, karena takut 
ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak, kejahatan ini disebut 
membunuh biasa anak atau makar mati anak (kinder doodslag). Biasanya 
pembunuhan terhadap anak kandung sendiri ini terjadi karena anak yang 
didapat hasil dari hubungan yang tidak sah atau berzina. Perasaan takut 
itu begitu menekan dan meliputi pikiran seseorang Ibu terhadap anaknya. 
Faktor inilah yang menggerakkan pembuat Undang-Undang untuk 
menetapkan ancaman hukuman lebih ringan daripada pembunuhan biasa. 
Dilihat dari sudut keseimbangan keadilan memang ada alasan untuk itu, 
karena ia telah mendapat hukuman moril yang timbul dari perbuatannya 
yaitu perasaan menyesal dan berdosa terhadap Tuhan yang mungkin 
dapat dirasakannya lebih berat daripada siksaan hukuman penjara. 
 Perbuatan-perbuatan itu tidak dapat dilakukan apabila bagian-
bagian dari anak itu belum keluar dari badan Ibunya. Segera setelah 
dilahirkan menunjukkan suatu jangka waktu, tetapi jangka waktu itu sulit 
ditafsirkan segera setelah dilahirkan berlangsung selama Ibunya belum 
memberikan perhatian akan perawatan terhadap anaknya, pengaruh dari 
peristiwa anaknya itu lenyap. 
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e.  Pembunuhan Berencana Terhadap Anak Yang Baru Lahir 
(kinder moord) 
Perbuatan pembunuhan terhadap anak yang baru lahir diatur dalam 
Pasal 342 KUHP. Pasal ini pada dasarnya sama dengan Pasal 341 
KUHP, perbedaanya pada Pasal 341 KUHP disertai dengan perencanaan 
pembunuhan. Seorang Ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang 
diambilnya dibawah perasaan takut untuk diketahui oleh orang bahwa Ia 
akan segera melahirkan anak, dengan sengaja melenyapkan nyawa anak 
itu ketika dilahirkan atau tidak lama sesudah anak itu dilahirkan, dihukum 
karena kesalahan membunuh yang direncanakan terhadap anak. 
Pembunuhan terhadap anak ini diancam dengan hukuman lebih berat 
daripada yang tersebut dalam Pasal 341 KUHP karena pembunuhan ini 
direncanakan semula, yaitu sebelumnya anak itu dilahirkan. 
Akan tetapi hal ini berbeda dari perencanaan dalam Pasal 340 
KUHP, karena perasaan takut yang ada pada seorang Ibu tidak 
memungkinan Ia dapat berfikir dengan tenang. 
f.  Pembunuhan atas Permintaan Korban  
 Hal ini diatur dalam Pasal 344 KUHP, yang mengancam hukuman 
penjara selama-lamanya 12 tahun bagi orang yang menghilangkan jiwa 
orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang jelas dinyatakan dengan 
kesungguhan hati. Halini berarti bahwa permintaan untuk membunuh itu 
harus dengan nyata dan sungguh-sungguh. Meskipun ada kata-kata atas 
permintaan dari orang itu sendiri, yang jelas dinyatakan dengan 
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kesungguhan hati, perbuatan itu tetap diancam dengan pidana. Hal ini 
untuk mencegah kemungkinan hal yang tidak diinginkan. Misalnya oleh si 
Pembuat justru menimbulkan suasana keadaan yang sedemikian rupa 
sehingga timbul permintaan untuk merampas nyawa dari yang 
bersangkutan. Ancaman pidana disini tidak ditujukan kepada seseorang, 
melainkan ditujukan terhadap penghormatan manusia pada umumnya, 
meskipun dalam konsidi Pasal ini, orang tersebut sangatlah menderita, 
baik secara fisik ataupun secara rohani. 
 Orang yang meminta untuk dibunuh tersebut mungkin dalam 
keadaan putus asa, misalnya seseorang yang terluka dalam suatu 
peperangan, atau orang yang sakit dalam suatu ekspedisi dan lain 
sebagainya yang membuat orang tersebut untuk minta dibunuh. 
g. Pembunuhan Diri 
 Hal ini diatur dalam Pasal 345 KUHP, dimana yang bunuh diri tidak 
diancam hukuman, akan tetapi orang yang sengaja menghasut, menolong 
orang lain untuk bunuh diri, dapat dikenakan Pasal 345 KUHP, dengan 
syarat orang tersebut benar-benar bunuh diri (mati). Apabila benar bunuh 
diri, tetapi tidak mati, maka orang yang menghasut tersebut tidak dapat 
dihukum. Diadakannya Pasal ini berdasarkan pertimbangan terhadap 
penghormatan kehidupan manusia. Membunuh diri bukanlah perbuatan 
yang dapat dihukum, oleh karena itu, membantu melakukan bunuh diri 
juga tidak dapat dihukum, dengan demikian, maka membantu bunuh diri 
tidak dapat dianggap sebagai membantu didalam arti seperti tersebut 
24 
dalam Pasal 56 KUHP, akan tetapi dijadikan suatu perbuatan pidana 
sendiri, yaitu yang dimaksud dalam Pasal 345 KUHP. Untuk dapat 
diberlakukannya Pasal 345 KUHP itu, maka perbuatan bunuh diri itu harus 
benar-benar dilakukan, maksudnya orangnya sampai mati betul 
karenanya, maka yang melakukan pembujukan atau ikhtiar untuk bunuh 
diri tersebut dapat dituntut atas dasar memfitnah. 
h. Menggugurkan Janin Dalam Kandungan (abortus) 
 Pengguguran janin dalam kandungan ini diatur dalam Pasal 346, 
347, 348 dan 349 KUHP. Perempuan yang sengaja menyebakan gugur 
atau matinya buah kandungan atau menyuruh orang untuk menyebabkan 
hal itu dihukum dengan hukuman dengan penjara selama-lamanya 4 
(empat) tahun. Yang dimaksud buah kandungan yaitu belum merupakan 
bayi (janin). Buah kandungan itu sudah harus bernyawa, sudah mulai 
bergerak didalam kandungannya. Oleh karena itu sangat sulit untuk 
membuktikan bahwa buah kandungan yang digugurkan tersebut 
bernyawa, maka diadakan Pasal 229 KUHP terhadap orang yang dengan 
sengaja mengobati seseorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati 
dengan menimbulkan harapan pada wanita itu bahwa Ia tidak jadi 
mengandung.  
 Apabila wanita itu melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan 
tersebut didalam Pasal 346 KUHP untuk menyelamatkan dirinya sendiri, 
maka ia tidak dapat dikenakan hukuman karena ia melakukan hal itu 
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dalam keadaan “overmacht”. Berdasarkan uraian diatas, wanita yang 
dapat dihukum menurut Pasal 346 KUHP ini adalah sebagai berikut: 
a. Wanita yang dengan sengaja menyebabkan kandungannya 
menjadi gugur atau mati  
b. Wanita yang dengan sengaja menyuruh orang lain 
menyebabkan kandungannya menjadi gugur atau mati. 
 
3. Unsur–Unsur Delik Pembunuhan 
a. Pembunuhan Biasa ( doodslag) 
1) Menghilangkan jiwa seseorang (unsur objektif) 
Dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi 
hanya akibat dari perbuatannya, yaitu hilangnya jiwa seseorang. 
Hilangnya jiwa seseorang ini timbul akibat perbuatan itu tidak 
perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian misalnya 
setelah dirawat di rumah sakit. Untuk dapat menghilangkan jiwa, 
seseorang seharusnya  melakukan sesuatu perbuatan. Tidak 
memberikan pertolongan, meskipun dengan maksud agar orang 
lain meninggal dunia, belum tentu dinyatakan sebagai telah 
menghilangkan jiwa seseorang karena tidak ada perbuatan yang 
dilakukan. 
2) Dengan Sengaja(unsur subjektif)  
Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi 
tujuan. Suatu perbuatan perbuatan yang dilakukan dengan 
maksud tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang. 
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b. Pembunuhan Berkualifikasi (Pembunuhan yang diikuti, disertai 
atau didahului oleh tindak pidana lain) 
Adapun unsur-unsur delik pembunuhan dalam bentuk berkualifikasi ini 
terdiri dari dua macam,yaitu : 
1) Diikuti, disertai dan didahului (unsur objektif) 
Unsur didahului oleh perbuatan lain berarti pembunuhan 
dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan agar 
perbuatan lain atau tindak pidana lain itu dapat dilakukan atau 
memungkinkan dilakukan. Unsur yang disertai oleh perbuatan 
lainyang dapat dihukum berarti pembunuhan dilakukan dengan 
maksud untuk mempermudah pelaksanaan perbuatan lain atau 
tindak pidana lain. 
2) Kedapatan (unsur subjektif) 
Istilah kedapatan ini sebagai terjemahan dari “betrapping 
opheeterdaad” yang berarti ketika sedang melakukan tindak 
pidana ia ketahui oleh orang lain. (Adami Chazawi, 2007 : 77), 
pengertian ini lebih sempit daripada tertangkap tangan 
“ontdekking op heeterdaad”. 
 
c. Pembunuhan Berencana (moord) 
Adapun unsur-unsur dari kejahatan pembunuhan ini yaitu: 
1) Adanya kesengajaan (dolus premiditatus), yaitu kesengajaan 
yang harus disertai dengan perencanaan terlebih dahulu. 
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2) Yang bersalah dalam keadaan tenang dalam memikirkan 
pembunuhan itu dankemudian melakukan maksudnya dan tidak 
menjadi soal berapa lama waktunya. 
3) Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat 
melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran. 
Misalnya yang bersalah memikirkan untuk membunuh dalam 
keadaan marah tetapi tetapjuga melakukan pembunuhan itu. 
 
d. Pembunuhan terhadap anak yang baru lahir (kinder doodslag) 
 Adapun unsur-unsur terpenting dalam pembunuhan anak ini 
adalah: 
1) Pembunuhan itu harus dilakukan oleh Ibunya sendiri. 
2) Pembunuhan anak itu harus terdorong oleh rasa takut akan 
diketahui telah melahirkan anak itu. 
3) Anak itu telah dilahirkan atau tidak lama setelah dilahirkan. 
4) Dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya. 
 
e. Pembunuhan Berencana Terhadap Anak Yang Baru Lahir 
(kinder moord) 
Adapun unsur-unsur dari Pasal 342 KUHP tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1) Seorang Ibu telah menghilangkan jiwa anaknya yang sedang 
dilahirkan atau setelah dilahirkan 
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2) Yang untuk menjalankan keputusan yang diambilnya karena takut 
diketahui oleh orang, bahwa Ia tidak lama lagi akan melahirkan 
anak 
3) Dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya 
 
f. Pembunuhan atas permintaan korban 
Adapun unsur-unsur dari Pasal 344 KUHP tersebut adalah sebagai 
berikut: 
1) Menghilangkan jiwa orang. 
2) Pembunuhan itu dilakukan atas permintaan dari orang tersebut. 
3) Permintaan itu harus dengan sungguh-sungguh. 
g. Pembunuhan diri 
 Adapun unsur-unsur dari Pasal 345 KUHP adalah sebagai berikut:  
1) Orang yang sengaja membujuk orang lain supaya membunuh diri. 
2) Orang yang dengan sengaja menolong orang lain yang akan 
melakukan perbuatanbunuh diri. 
3) Orang yang dengan sengaja memberi ikhtiar kepada orang lain 
yang akan melakukan perbuatan bunuh diri. 
 
h. Menggugurkan Janin Dalam Kandungan (abortus) 
Adapun unsur-unsur atau faktor pada kasus pengguguran janin 
sebagai berikut:  
1) Janin. 
2) Ibu yang mengandung. 
3) Orang ketiga yaitu orang yang telibat pada pengguguran tersebut. 
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C. Pidana dan Pemidanaan 
1. PengertianPidana dan Pemidanaan 
 Untuk memahami dan mengerti dan mengerti hal karya tulis ini, 
maka perlu dijelaskan mengenai beberapa pengertian dan hal-hal yang 
berkaitan dengan pembahasan selanjutnya. 
a. Pengertian pidana 
 Stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang 
berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara 
penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankannya, begitu juga 
mengenai pengurangan, penambahan dan pengecualian penjatuhan 
pidana. Disamping itu, hukum penitensier juga berisi tentang sistem 
tindakan (maatregel stelsel). Dalam usaha negara menyelengarakan 
ketertiban, melindunginya dari perkosaan-perkosaan terhadap berbagi 
kepentingan umum, secara represif disamping diberi hak dan kekuasaan 
untuk menjatuhkan pidana, negara juga diberi hak untuk menjatuhkan 
tindakan (maatregelen). 
 Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa 
penderitaan. Perbedaannya hanyalah, penderitaan pada tindakan lebih 
kecil atau ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan 
pidana. Misalnya dalam Pasal 45 KUHP bagi anak yang melakukan tindak 
pidana menurut Pasal-pasal 489, 490, 492, dan seterusnya pada saat 
umurnya belum 16 tahun (kini Pasal 45 ditiadakan, dan diganti dengan UU 
No. 3 Tahun 1997 : telah berumur 8 s/d 18 tahun dan belum kawin), 
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Hakim dapat menjatuhkan tindakan berupa menyerahkan anak itu kepada 
negara untuk pembinaan, 
 Akan tetapi penderitaan ini masih ringan dibandingkan ia harus 
dipidana penjara dan harus menjalaninya. Menjalani 
pendidikan/pembinaan anak atas putusan hakim yang menjatuhkan 
tindakan ini lebih ringan daripada menjalani pidana penjara. 
Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang adakalanya disebut 
hukuman. Istilah pidana lebih tepat daripada istilah hukuman, karena 
hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Pidana lebih tepat 
didefinisikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai 
akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya karena telah melanggar 
larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini 
disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit). 
 Wujud-wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh negara itu 
telah ditetapkan secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara 
menjatuhkannya serta dimana dan bagaimana cara menjalankannya. 
Mengenai wujud jenis penderitaan itu dimuat dalam Pasal 10 KUHP. Akan 
tetapi, wujud dan batas-batas berat atau ringannya dalam 
menjatuhkannya dimuat dalam hukum pidana yang bersangkutan. Jadi, 
negara tidak bebas memilih sekehendaknya dari jenis-jenis pidana dalam 
Pasal 10 KUHP tadi. Hal ini berkaitan dengan fungsi hukum pidana 
sebagai membatasi kekuasaan negara dalam arti memberi perlindungan 
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hukum bagi warga dari tindakan negara dalam rangka negara 
menjalankan fungsi menegakkan hukum pidana. 
 Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan 
merupakan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada 
lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang 
bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah 
ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat 
dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. 
 Mencantumkan pidana pada setiap larangan pada hukum pidana 
(strafbaar feit/tindak pidana), disamping bertujuan untuk kepastian hukum 
dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk 
mencegah (preventif) bagi orang yang beniat untuk melanggar hukum 
pidana. 
b. Pemidanaan 
 Pemidanaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan pula 
dengan hukuman. Jadi, pemidanaan dapat pula diartikan dengan 
penghukuman/hukuman. Kalau orang mendengar kata ”hukuman” 
biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada 
mereka yang melanggar hukum suatu aturan dan menimbulkan derita 
atau nestapa. 
Pemidanaan atau pidana berhubungaan erat dengan kehidupan 
seseorang didalam masyarakat, terutama apabila menyangkut 
kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan di 
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masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan. Hukuman 
adalah istilah yang diberikan akibat hukum karena melanggar suatu norma 
hukum. Istilah pidana merupakan pengkhususan dari kata hukuman. 
Menurut Moeljatno, hukuman merupakan istilah konvensional maka beliau 
mencari istilah yang inkonvensional yaitu pidana. Dengan demikian dapat 
dibedakan antara pidana dengan hukuman. Pidana berarti hal yang 
dipidanakan oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang 
oknum sebagai hal yang tidak dirasakan. 
 Hal ini selain berhubungan dengn suatu kekuasaan, seseorang 
yang bersangkutan bertindak kurang baik sedangkan hukuman adalah 
suatu pembalasan yang tersirat dalam kata pidana. Dalam sistem hukum 
pidana di Indonesia, hukuman atau pidana yang dijatuhkan terlebih dahulu 
tercantum dalam KUHP.  
 Adanya ketentuan pidana yang mengatur mengenai perbuatan 
yang boleh dan tidak boleh dilakukan yang membedakan antara hukuman 
dengan pidana. Suatu pidana dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang 
hukum pidana, sedangkan hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran 
suatu ketentuan hukum dan dapat meliputi kejadian sehari-hari seperti 
orang tua yang menjewer telinga anaknya karena telah melakukan suatu 
kesalahan, seorang guru yang menghukum muridnya di depan kelas, 
yang semuanya itu didasarkan suatu kepatutan, kesopanan, kesusilaan 
dan kebiasaan. Tetapi hukuman dan pidana mempunyai kesamaan, yaitu 
keduanya timbul berdasarkan tata nilai (value), perbuatan baik dan tidak 
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baik, perbuatan sopan dan tidak sopan, perbuatan yang diperbolehkan 
dan yang dilarang. 
 Di dalam pandangan masyarakat, orang yang telah dikenakan 
pidana seolah-olah mendapat cap, bahwa orang tersebut dipandang 
sebagai orang jahat atau orang yang tercela. Pidana tidak hanya tidak 
enak dirasa pada saat dijalani, tetapi sesudah orang menjalaninya masih 
merasakan akibatnya yang berupa cap oleh masyarakat, bahwa ia pernah 
berbuat jahat. Cap ini disebut dalam ilmu pengetahuan disebut stigma, 
dan kalau ini tidak hilang, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup. 
Akibat yang ditimbulkan dari pemidanaan terhadap seseorang 
dapat mempengaruhi kehidupan pribadinya. Olehnya itu kewenangan 
sangat penting, maka timbul suatu pertanyaan siapa yang berhak 
menjatuhkan pidana yang merupakan penderitaan itu. Sedangkan 
pengertian pemidanaan. Soedarto mengatakan bahwa perkataan 
pemidanaan adalah sinonim dengan perkataan tersebut dijatuhi pidana. 
Tujuan akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana sebenarnya 
merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana. 
 
2. Jenis–Jenis Pidana 
 Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, pidana 
dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu antara pidana pokok dan pidana 
tambahan. 
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a. Pidana pokok 
1. Pidana mati 
Berdasarkan Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak 
tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat, 
yang pelaksanaannya berupa penyerangan hak hidup bagi manusia, 
yang sesungguhnya hak ini berada ditangan Tuhan, maka tidak 
heran dari dulu sampai sekarang mendapat pro dan kontra, 
bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu 
sendiri. 
Kelemahan dan keberatan pidana mati ini adalah telah 
dijalankan maka tidak akan dapat memberikan harapan lagi untuk 
perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan diri 
atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana 
itu terdapat kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya. 
Dalam KUHP, kejahatan-kejahatan yang diancam pidana mati 
adalah kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja yang 
jumlahnya juga sangat terbatas, seperti: 
a) Kejahatan-kejahatan yang mengancam negara (Pasal 104, 
Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo Pasal 129). 
b) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan 
atau dilakukan karena faktor-faktor pemberat, misalnya: Pasal 
140 ayat (3), Pasal 340 KUHP. 
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Pidana mati dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 
No. 2 (PNPS) Tahun 1964, yaitu dengan cara ditembak oleh 
regu penembak sampai mati. 
   2) Pidana Penjara  
Adami Chazawi (2008:34-35), Stesel pidana penjara 
menurut Pasal 12 ayat (1), Dibedakan menjadi: 
a) Pidana penjara seumur hidup 
 Diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang berat, 
yakni: 
- Sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti 
Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2) KUHP. 
- Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif 
pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah 
pidana sementara setinggi-tingginya 20 (dua puluh) 
tahun, misalnya Pasal 106 dan Pasal 108 ayat (2) 
KUHP. 
b) Pidana penjara sementara waktu 
 Paling rendah 1 (satu) hari dan paling tinggi 
(maksimum umum) 15 (lima belas) tahun Pasal 12 ayat (2). 
KUHP pidana penjara dapat dijatuhkan melebihi dari 15 (lima 
belas) tahun secara berturut-turut, yakni dalam hal yang 
ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) KUHP, yaitu sebagai 
berikut: 
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o Dalam hal kejahatan-kejahatan yang hakim boleh 
memilih; 
- Apakah akan menjatuhkan pidana mati 
ataupun pidana seumur hidup atau pidana 
penjara sementara maksimum 20 (dua puluh) 
tahun misalnya Pasal 104, Pasal 365 ayat (4) 
dan Pasal 368 ayat (2) KUHP. 
- Dalam hal kejahatan-kejahatan tertentu yang 
memang diancam dengan pidana penjara 
maksimum 20 (dua puluh) tahun sebagai 
alternatif dari pidana penjara seumur hidup, 
Pasal 106 dan Pasal 108 ayat (2) KUHP. 
- Dalam hal telah terjadi : pembarengan atau 
pengulangan atau kejahatan-kejahatan yang 
berkaitan dengan Pasal 52 (pada kejahatan-
kejahatan yang diancam dengan pidana 
penjara sementara maksimum 15 (lima belas) 
tahun, seperti Pasal 365 ayat (3) dan Pasal 
140 ayat (1) KUHP. 
                   3) Pidana kurungan 
Pidana kurungan hanya bisa dijatuhkan oleh hakim kepada 
orang-orang dewasa merupakan satu-satunya pidana pokok 
berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat 
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dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah melakukan 
pelanggaran-pelanggaran. Akan tetapi, apabila pada saat 
putusan hakim dibacakan, terpidana kurungan atau penjara 
sudah berada dalam tahanan sementara sehingga putusan itu 
mulai berlaku (dijalankan) pada hari ketika putusan itu 
mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsdezaak). 
4) Pidana denda 
Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran 
(Buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun 
berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan 
ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering 
diancamkan sebagai alternatif dari pidana kurungan. 
Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang 
sekali diancam dengan pidana denda, baik sebagai alternatif 
dari pidana maupun berdiri sendiri. Berdasarkan hal tersebut, 
jika denda tidak dibayar maka harus menjalani kurungan 
pengganti denda. Pidana kurungan pengganti denda ini dapat 
ditetapkan yang lamanya berkisar antara 1 (satu) hari sampai 6 
(enam) bulan.  
Dalam keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan, 
batas waktu maksimum 6 (enam) bulan ini dapat dilampaui 
sampai paling tinggi menjadi 8 (delapan) bulan (Pasal 30 ayat 
(5) dan (6) terpidana yang dijatuhi pidana denda boleh segera 
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menjalani kurungan pengganti denda dengan tidak perlu 
menunggu sampai habis waktu untuk membayar denda. Akan 
tetapi, apabila kembali ia membayar denda, ketika itu demi 
hukum ia harus dilepaskan dari kurungan penggantinya. 
5) Pidana tutupan 
Pidana tutupan ditambahkan pada Pasal 10 KUHP melalui 
Undang-Undang No. 20 Tahun 1946, yang maksudnya tertuang 
dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “dalam 
mengadili orang yang melakukan kejahatan” yang diancam 
dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang 
patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan”. 
Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu 
yang perlu melaksanakan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946 
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 
1948, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah Tentang 
Rumah Tutupan. 
Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, 
tampaknya pidana tutupan ini bukan jenis pidana yang berdiri 
sendiri, melainkan pidana penjara juga. Perbedaannya 
hanyalah terletak pada orang yang dapat dipidana, tutupan 
hanya bagi orang yang melakukan tindak pidana karena 
didorong oleh maksud yang patut dihormati. Sayangnya dalam 
Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah pelaksanaan 
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itu tidak dijelaskan tentang unsur maksud yang patut dihormati. 
Karena itu menilainya, kriterianya diserahkan sepenuhnya 
kepada Hakim.  
a. Pidana tambahan 
Pidana tambahan ini hanya bersifat menambah pidana pokok 
yang dijatuhkan. Jadi, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-
hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana 
tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan, tetapi 
tidaklah harus. Ada hal-hal tertentu dimana pidana tambahan bersifat 
imperatif, yaitu dalam Pasal 250, Pasal 261 dan Pasal 275 KUHP. 
1) Pencabutan hak-hak tertentu. 
Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang 
tegas ditentukan oleh Undang-Undang untuk mencabut beberapa 
hak bersamaan dalam suatu perbuatan, misalnya Pasal 350 KUHP. 
Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu, pada pidana 
seumur hidup lamanya adalah seumur hidup. Pada pidana penjara 
atau kurungan sementara dan pidana denda lamanya pencabutan 
paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih dari 
pidana pokoknya.  
Dalam pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua 
tahun dan paling lama banyak lima tahun. Pencabutan hak mulai 
berlaku pada hari putusan Hakim dapat dijalankan (Pasal 38 KUHP). 
Keistimewaan pencabutan hak ini adalah berlaku juga bagi terpidana 
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mati dapat berubah karena terpidana mati lari dari eksekusi atau 
mungkin dapat pengampunan (grasi). 
Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 KUHP 
yaitu: 
a) Hak memegang jabatan pidana umumnya atau jabatan 
tertentu; 
b) Hak memasuki Angkatan Bersenjata;  
c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum; 
d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas 
penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, 
pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang 
bukan anak sendiri;  
e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan 
perwalian, atau pengampuan atas anak sendiri; 
f) Hak menjalankan mata pencarian tertentu. 
2) Perampasan barang-barang tertentu 
Pidana perampasan adalah merupakan pidana kekayaan, 
seperti halnya juga pidana denda. Pidana perampasan telah 
dikenal sekian lama. Ada dua jenis barang yang dapat 
dirampas, yaitu pertama barang-barang yang didapat karena 
kejahatan dan kedua adalah barang-barang yang digunakan 
dalam melakukan kejahatan. Dalam hal itu, berlaku ketentuan 
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umum, haruslah kepunyaan terpidana dan adapun 
pengecualian yang terdapat dalam Pasal 250 bis KUHP dan 
juga didalam perundang-undangan diluar KUHP. 
Pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang 
diterangkan dalam bab ini, maka dirampas: mata uang palsu, 
dipalsukan atau dirusak, uang kertas Negara atau Bank yang 
palsu atau dipalsukan, bahan-bahan atau perkakas itu, yang 
menurut sifatnya dipergunakan untuk meniru, memalsukan, 
atau mengurangi nilai-nilai mata uang atau uang kertas, 
sepanjang dipakai untuk menjadi objek dalam melakukan 
kejahatan, dirampas, dan juga apabila barang-barang itu bukan 
kepunyaan terpidana. 
Dari ketentuan Pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa dalam hal kejahatan mata uang, maka pidana 
perampasan menjadi imperatif berbeda dengan yang umum 
yang bersifat fakultatif, lagi pula dapat dirampas walaupun 
bukan kepunyaan terpidana. 
Benda yang dirampas dieksekusi dan dengan dilelang di 
muka umum oleh jaksa, kemudian harga disetor di kas negara 
sesuai dengan pos hasil dinas kejaksaan, kalau benda itu tidak 
disita sebelumnya, maka barang itu ditaksir dan terpidana boleh 
memilikinya, menyerahkan, atau harganya berupa uang yang 
diserahkan. 
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3)  Pengumuman putusan Hakim 
Didalam Pasal 34 KUHP ditentukan bahwa apabila Hakim 
memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan 
aturan tersebut didalamnya atau aturan umum lainnya, maka 
harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah 
atas biaya terpidana. 
Pidana tambahan berupa pengumuman putusan Hakim 
hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan 
oleh Undang-Undang. Contohnya Pasal 206 ayat (2). KUHP 
(menunjuk Pasal 204 dan 205 KUHP), yaitu menjual dan 
seterusnya, atau karena kealpaannya menyerahkan barang-
barang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang). Pasal 
261 KUHP (menunjuk Pasal 359 sampai dengan Pasal 360 
KUHP, yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang mati 
atau luka berat), Pasal 377 ayat (1) KUHP (menunjuk Pasal 
372, Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP, yaitu kejahatan 
penggelapan), Pasal 395 ayat (1) KUHP (menujuk Pasal 402 
ayat (2) KUHP, yaitu kejahatan curang). 
Kalau kita perhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi pidana 
tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat 
disimpulkan, bahwa tujuan pidana adalah agar masyarakat 
waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, 
perbuatan curang dan sebagainya. 
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3. Teori Pemidanaan 
Dalam hukum pidana, yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan 
terdapat beberapa teori (Adam Chazawi,2008:157–166), yaitu: 
a. Teori absolute atau teori pembalasan (vergeldings theorien) 
Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Negara berhak 
menjatuhkan pidana, karena penjahat tersebut telah melakukan 
penyerangan dan pemerkosa pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, 
masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tindakan pembalasan 
didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu: 
1) Ditujukan pada penjahatnya, dan 
2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam 
dikalangan masyarakat (sudut subjektif dari pembalasan). 
 Oleh sebab itulah dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini 
sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya 
maupun masyarakat pada umumnya. 
b. Teori relativel atau tujuan (doel theorien) 
Teori ini berpokok pangkal pada dasarnya bahwa pidana adalah 
alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan 
pidana adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib 
itulah maka penerapan hukum pidana sangat penting. Untuk mencapai 
ketertiban masyarakat tadi,maka pidana itu mempunyai tiga sifat, yaitu: 
1) Bersifat menakut-nakuti (afsschrikking) 
2) Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering) 
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3) Bersifat membinasakan (onschadelijik maken). 
 
Sedangkan pencegahannya dari teori, ada dua macam yaitu: 
1) Pencegahan umum (general preventie) 
Khalayak ramai dapat menjadi takut untuk melakukan 
kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan 
eksekusinya yang sangat kejam dan dilakukan di muka umum 
agar setiap orang dapat mengetahuinya. 
 
2) Pencegahan khusus ( special preventie) 
Menurut pandangan ini tujuan pidana adalah untuk mencegah 
pelaku pidana yang telah dipidana agar tidak mengulangi 
melakukan kejahatan, dan mencegah orang-orang yang telah 
berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya kedalam 
kedalam bentuk nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan 
menjatuhkan pidana. 
3) Teori gabungan (vemegings theorien) 
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas tata tertib 
masyarakat. Pemidanaan dijatuhkan pada pelaku dengan 
melihat apa unsur-unsur prevensidan unsur-unsur memperbaiki 
penjahat yang melekat pada tiap-tiap pemidanaan pidana. Teori 
gabungan ini dibedakan dalam dua gabungan besar yaitu: 
a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak melampaui batas dari apa yang 
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perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib 
masyarakat. 
b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata 
tertib masyarakat,tetapi penderitaan atas dijatuhinya 
pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang 
dilakukan terpidana. 
 
D. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 
1. Pertimbangan Yuridis 
Perlu ditekankan kembali bahwa pertimbangan yang bersifat yuridis 
adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang 
terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan 
sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pada tulisan ini, hal-hal 
yang dimaksud tersebut, diantaranya, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 
keterangan Terdakwa dan Saksi, barang-barang bukti, Pasal-pasal dalam 
peraturan hukum pidana, dan sebagainya. 
Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan diantara yang termuat 
dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis. Namun, 
karena hal itu sudah ditetapkan dalam undang-undang dan lagi pula hal 
tersebut terungkap sebagai faktadalam sidang pengadilan, dapatlah 
digolongkan dan disebut sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. 
Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan 
yuridis. 
a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
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Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena 
berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan 
berdasarkan identitas terdakwa,juga memuat uraian tindak pidana itu 
dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan Hakim adalah dakwaan 
yang telah dibacakan di depan pengadilan.  
Pada umumnya keseluruhan dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
ditulis kembali didalam putusan Hakim. 
b. Keterangan Terdakwa 
Keterangan Terdakwa menurut KUHP Pasal 184 butir (e), 
digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang 
dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, 
atau alami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan 
dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun 
keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang 
disampaikan para saksi. 
Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas 
pertanyaan, baik yang diajukan oleh penuntut umum, Hakim, Penasihat 
hukum. KUHP menggunakan istilah “keterangan terdakwa”, bukan 
“pengakuan terdakwa‟‟ seperti digunakan dalam HIR. Istilah “keterangan 
terdakwa” dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan 
keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan 
kepadanya. 
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Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam 
bentuk penyangkalann atau penolakan sebagai sering terjadi dalam 
praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti. Dengan memperhatikan 
berbagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi 
bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan kedalam 
pertimbangan karena demikian itulah kehendak Undang-Undang. 
c. Keterangan Saksi  
Salah satu komponen yang harus diperhatikan oleh hakim dalam 
menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat 
dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu 
peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, alami sendiri dan harus 
disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. 
Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu 
dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. 
Ada hal yang wajar jika Hakim mempertimbangkan keterangan 
saksi sebab dari keterangan saksi inilah dapat terungkap perbuatan 
pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan 
kata lain. Melalui keterangan saksi inilah akan memberi gambaran tentang 
terbukti atau tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan 
keterangan saksi, hakim mempunyai gambaran akan dakwaan Jaksa 
Penuntut Umum. 
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d. Barang  Bukti 
Yang dimaksud dengan baarng bukti disini adalah semua benda 
yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh Penuntut Umum 
di depan sidang pengadilan. Barang-barang bukti dimaksud diatas tidak 
termaksud alat bukti sebab Undang-Undang menetapkan lima alat bukti, 
yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli dan keterangan 
terdakwa. 
Meskipun bukan sebagai alat bukti apabila Penuntut Umum 
menyebutkan barang bukti itu dalam surat dakwaannya dan kemudian 
mengajukan barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam 
pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun 
saksi, bahkan kalau perlu Hakim membuktikannya dengan membacakan 
atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi 
dan selanjutnya meminta keterangan tentang hal yang tertuang dalam 
KUHP Pasal 183 ayat (3), Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, 
Hakim Ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita 
keterangan seperlunya tentang hal itu”. 
 Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh 
hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan kejahatan yang dilakukan 
oleh terdakwa misalnya pada kejahatan pembunuhan barang buktinya 
berupa pisau, kayu, baju yang digunakan terdakwa ataupun korban. 
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e) Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana 
Salah satu hal yang sering terungkap dalam proses persidangan 
adalah Pasal-pasal hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan 
terungkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang 
diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh 
Terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan 
atau tindakan oleh hakim. 
Di dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu 
selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut 
umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui 
alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak 
memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. 
Jika ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap Pasal 
yang dilanggar, berarti terbuktilah menurut hukum kesalahan terdakwa, 
yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam Pasal hukum 
pidana itu. 
 
2. Pertimbangan Subyektif 
Selain secara yuridis, dasar pertimbangan hakim dalam mengambil 
putusan dilihat secara subyektif dengan melihat syarat pemidanaan yang 
terdiri atas perbuatan dan orang. unsur perbuatan meliputi perbuatan yang 
memenuhi rumusan Undang-Undang dan perbuatan yang bersifat 
melawan hukum dan tidak ada alasan pembenarnya. Unsur yang terkait 
dengan adanya kesalahan pelaku meliputi kemampuan bertanggung 
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jawab dan kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) serta tidak ada 
alasan pemaaf.  
 Apabila syarat-syarat pemidanaan tersebut terpenuhi, maka dapat 
dilakukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Namun sebelum 
menjatuhkan pidana, terdapat aspek yang harus dipertimbangkan diluar 
syarat pemidanaan yang meliputi aspek korban dan pelaku. Aspek korban 
meliputi kerugian atau penderitaan akibat tindak pidana yang dialaminya 
serta derajat kesalahan korban dalam terjadinya tindak pidana. 
Kerugian atau penderitaan yang besar atau berat merupakan aspek 
memberatkan pemidanaan terhadap pelaku, dan sebaliknya sedikit atau 
ringannya kerugian atau penderitaan korban merupakan aspek 
meringankan bagi pemidanaan terhadap pelaku. Derajat kesalahan 
korban dalam terjadinya tindak pidana merupakan aspek yang 
dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan. 
Sifat-sifat jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan 
Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-
keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberi pidana 
yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat 
diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun 
tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya. 
Aspek pelaku yang dipertimbangkan meliputi sikap dan prilaku 
didalam maupun diluar persidangan maupun sikap dan prilaku terhadap 
korban. Sikap dan prilaku didalam maupun diluar persidangan misalnya si 
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pelaku berlakuan sopan, mengakui semua perbuatannya di persidangan 
dan sebagainya. Sikap dan perilaku terhadap korban dilihat apakah 
pelaku menghargai korban dan menyesali perbuatannya, meminta maaf 
terhadap korban dan memberikan dukungan atau bantuan. Kepribadian 
pelaku dilihat dari aspek karakter dan perilakunya dalam kehidupan 
keseharian, apakah pelaku pernah atau sering melakukan perbuatan 
tercela atau tidak. Demikian pula dengan perilaku dalam proses peradilan 
pidana yang dapat dipertimbangkan sebagai aspek yang meringankan 
atau memberatkan pemidanaan. Setelah syarat-syarat pemidanaan 
terpenuhi aspek-aspek korban dan pelaku dipertimbangkan. Maka 
pemidanaan dapat diputuskan. Jenis dan lamanya pidana dijatuhkan 
dihubungkan dengan dipenuhinya syarat-syarat pemidanaan serta 
pertimbangan aspek pelaku dan korban.  
 
3. Pertimbangan sosiologis 
Dalam keadaan ini yang digolongkan sebagai pertimbangan yang 
bersifat fakta adalah latar belakang dilakukan tindak pidana, akibat-akibat 
yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan social ekonomi dan 
lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.  
a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa 
Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa dalam 
tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan 
serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana 
kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering 
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menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinanan, kekurangan, atau 
kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras 
mendorong terdakwa, melakukan perbuataanya. Orang miskin sukar untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya sementara tuntutan hidup senantiasa 
mendesaknya, akhirnya bagi yang lemah iman dengan mudah menetukan 
pilihan berbuat pidana. 
b) Akibat Perbuatan Terdakwa 
Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa 
korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana membunuh 
misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu, 
berakibat buruk pula pada keluarga korban apabila yang menjadi korban 
itu adalah tulang punggung bagi keluarganya. Demikian pula pada bentuk 
kejahatan lainnya, misalnya pemerkosaan, narkotika, dan kejahatan 
terhadap benda, kesemuanya mempunyai akibat buruk, tidak saja 
terhadap korbannya, tetapi juga terhadap masyarakat luas. Akibat-akibat 
itu misalnya pada kejahatan perkosaan adalah merusak kegadisan 
seseorang yang dapat merusak masa depannya. Pada kejahatan 
narkotika adalah merusak generasi muda sementara pada kejahatan harta 
benda adalah sebagian atau semua kekayaan seseorang. 
c) Kondisi Diri Terdakwa 
Yang dimaksud dengan kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik 
atau psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status 
sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia 
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dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah 
berkaitan dengan perasaan, misalnya, dalam keadaan marah, mempunyai 
perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, 
dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. 
d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa 
Didalam KUHP ataupun KUHAP tidak satupun aturan yang dengan 
jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus 
dipertimbangkan didalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. 
Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan 
mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh Hakim 
 
e) Faktor Agama Terdakwa 
Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat 
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” 
Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih 
penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan 
dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan 
ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang 
berdimensi keagamaan. Dengan demikian, para Hakim pembuat putusan 
berdasarkan ketuhanan, berarti pula ia harus terikat dengan ajaran-ajaran 
agama. 
Keterikatan para Hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika 
hanya meletakkan kata “KETUHANAN” pada kepala putusan, tetapi harus 
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menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para Hakim 
itu sendiri maupun dan terutama para pembuat kejahatan. Jika demikian 
halnya, adalah wajar sepatutnya, bahkan pula seharusnya ajaran agama 
menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusannya. 
 
4. Pertimbangan Alasan-Alasan yang Memberatkan, 
Menghapuskan dan Meringankan Pidana 
 Jika memperhatikan setiap putusan yang menghasilkan lembaga 
pengadilan, senantiasa terlihat pula dalam putusan tersebut hal-hal yang 
memberatkan, menghapuskan, dan meringankan pidana. Apa yang 
terlihat dalam putusan itu adalah hal yang wajar sebab hal demikian itu 
sudah ditentukan terlebih dahulu dalam Undang-Undang sebagaimana 
diatur dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP, antara lain, menyebutkan: 
“Putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang 
meringankan terdakwa”. Adanya alasan-alasan yang memberikan, 
menghapus dan meringankan pidana dalam setiap putusan adalah suatu 
hal yang menarik untuk dikaji dan di ungkapkan dalam tulisan ini. 
a) Alasan-Alasan yang Memberatkan Pidana 
 Dalam KUHP hanya terdapat tiga hal yang dijadikan alasan 
memberatkan pidana, yaitu sedang  
1. Memangku suatu jabatan atau ambteljik hodanigheid (Pasal 52 
KUHP) “bilamana seseorang pejabat melakukan perbuatan 
pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, 
atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai 
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kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan 
kepadanya, karena jabatannya dapat ditambah sepertiga’’. 
Dasar pemberat pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah 
terletak pada jabatan pada keadaan jabatan dari kualitas si 
pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 (empat) 
hal, yaitu dalam melakukan tindak pidana dengan melanggar 
suatu kewajiban khusus dari jabatannya, dan menggunakan 
sarana yang diberikan karena jabatannya. 
2. Residivie atau pengulangan (Titel 6 Buku 1 KUHP), secara 
umum ialah apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana 
dan untuk dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka 
waktu tertentu (misalnya 5 tahun) sejak setelah pidana tersebut 
dilaksanakan seluruh atau sebagian sejak pidana tersebut 
seluruhnya dihapuskan atau apabila kewajiban menjalankan 
pidana itu belum daluwarsa, pelaku yang sama kemudian 
melakukan tindak pidana lagi. 
3. Gabungan atau samenloop (Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP), 
samenloop/concursus dapat diterjemahkan gabungan atau 
pembarengan. Gabungan tindak pidana yaitu apabila 
seseorang atau lebih melakukan suatu perbuatan, ia melanggar 
beberapa peraturan pidana atau apabila seseorang melakukan 
beberapa perbuatan, ia melanggar beberapa perbuatan pidana 
atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan 
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itu belum dijatuhi putusan Hakim atas diri orang tersebut dan 
terhadap beberapa pelanggaran dari beberapa peraturan 
pidana itu diadili sekaligus. 
Alasan-alasan yang memberatkan pidana menurut ketentuan dalam 
California’s Sentencing Rule adalah sebagai berikut: 
a) Kejahatan itu mengunakan kekerasan yang berakibat cacat dan 
dilakukan secara keji 
b) Terdakwa mengunakan senjata dan korban luka-luka 
c) Terdakwa mengancam para saksi atau mempengaruhi proses 
peradilan dengan cara-cara lain yang dilarang Undang-Undang 
d) Korban berjumlah lebih dari satu 
e) Terdakwa membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan dan 
ia merupakan pimpinannya 
f) Terdakwa dalam melakukan kejahatan menggunakan atau 
melibatkan anak-anak yang belum dewasa 
g) Kejahatan itu menyangkut barang selundupan yang besar 
nilainya/menyebabkan kerugian atas barang milik korban 
kejahatan itu 
h) Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas kejahatan-kejahatan 
lain dimana terhadap masing-masing kejahatan dapat 
dikenakan hukuman secara berturut-turut, yakni hanya 
dikenakan satu hukuman 
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i) Pelaksanaan kejahatan adanya keahlian yang tinggi dan 
adanya dan adanya perencanaan terlebih dahulu 
j) Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan 
kepadanya untuk melakukan kejahatan. 
k) Salah satu atau beberapa keadaan ada pada terdakwa: 
 Terdakwa memiliki pola tingkah laku yang jahat untuk jangka 
waktu tertentu yang menentukan bahwa ia sangat berbahaya 
bagi masyarakat 
 Dihubungkan dengan penindakan-penindakan terhadapnya 
yang terdahulu menunjukkan peningkatan tindak kejahatan. 
 Terdakwa telah menjalani untuk kejahatannya yang lain 
dan/atau pada waktu melakukan kejahatan terdakwa sedang 
dalam masa percobaan 
 Terdakwa pernah dihukum percobaan atau dilepas bersyarat 
dan tingkah lakunya selama dalam pengawasan adalah 
kurang memuaskan.  
(Rusli Muhammad,2007:222) memperhatikan apa yang termuat di 
dalam California’s Sentencing Rule itu memperlihatkan betapa banyaknya 
kekurangan-kekurangan itu dirasa perlu dilengkapi dan walhasil beberapa 
hal yang sudah dirumuskan dalam konsep KUHP baru. Menurut naskah 
rancangan KUHP (baru) hal-hal yang memperberat pidana adalah: 
a) Pegawai negeri yang melanggar suatu kewajiban jabatan yang 
khusus ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau 
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pada waktu melakukan tindak pidana mempergunakan 
kekuasaan, kesempatan, atau upaya yang diberikan kepadanya 
karena jabatannya 
b) Seseorang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan 
bendera kebangsaaan, lagu kebangsaan, atau Lambang 
Negara Republik Indonesia 
c) Seseorang melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan 
keahlian atau profesinya 
d) Orang dewasa melakukan tindak pidana bersama anak dibawah 
umur 18 tahun 
e) Tindak pidana dilakukan secara bersekutu, bersama dengan 
kekerasan, atau dengan cara yang sangat kejam atau 
berencana 
f) Tindak pidana dilakukan pada waktu huru-hara atau bencana 
alam 
g) Terjadinya pengulangan tindak pidana. 
 Apabila dihubungkan dengan praktik yang terjadi di pengadilan, 
tampak ada beberapa hal yang dipertimbangkan pengadilan sebagai hal 
yang memberatkan. Namun, hal tersebut tidak termasuk, baik dalam 
KUHP, California’s Sentencing Rule, maupun dalam konsep KUHP (baru). 
Sebaliknya banyak hal yang meringankan pidana tersebut dalam 
California’s Sentencing Ruledan rancangan KUHP (baru) tidak terdapat 
dalam putusan pengadilan. 
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Hal-hal yang memberatkan pidana berdasarkan fakta yang terdapat 
dalam putusan pengadilan,yaitu: 
a) Berbelit-belit dalam memberikan jawaban 
b) Tidak menyesali perbuatannya 
c) Mengingkari perbuatannya 
d) Perbuatannya keji dan tidak berperikemanusiaan 
e) Melarikan diri setelah melakukan kejahatan 
f) Berbuat dengan sengaja 
g) Telah menikmati hasil 
 
 
b) Alasan-Alasan yang Menghapuskan  Pidana 
 Criminal act atau perbuatan pidana (tanpa memandang pendapat 
monistis ataupun dualistis) adalah perbuatan yang telah ditetapkan 
didalam perundang-undangan, yang melawan hukum jadi berada diluar 
diri pelaku. Sedangkan Criminal responsibilty atau bertanggung jawab jadi 
berada didalam diri pelaku. Dengan demikian alasan menghapuskan 
pidana ada 3 yaitu:  
 Alasan Pembenar 
Alasan pembenar ini dijumpai dalam: 
1. Perbuatan yang merupakan pembelaan darurat (Pasal 49 ayat 
1 KUHP) 
2. Perbuatan untuk melaksanakan perintah Undang-Undang 
(Pasal 50 KUHP) 
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3. Perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang 
sah (Pasal 51 KUHP). 
 Alasan Pemaaf 
Alasan pemaaf dapat dijumpai didalam halo rang itu melakukan 
perbuatan dalam keadaan: 
1. Tidak dipertanggungjawabkan (ontoerekeningsvaatbaar) 
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweerexcess) 
3. Daya paksa (overmahct). 
 
 
c) Alasan-Alasan yang Meringankan Pidana 
 
 Menurut KUHPidana hal-hal atau alasan-alasan yang dapat 
meringankan pidana yaitu;  
1. Percobaan (Pasal 53 ayat (2) dan (3) dan membantu atau 
medeplichtgheid (Pasal 57 ayat (1) dan (2) percobaandan 
pembantuan adalah suatu ketentuan aturan umum mengenai 
penjatuhan pidana terhadap pembuat yang gagal dan orang yang 
membantu orang lain dalam melakukan kejahatan yang artinya 
orang yang mencoba itu atau orang yang membantu( pelaku 
pembantu) tidak diwujudkan suatu tindak pidana tertentu. Sehingga 
ancaman pidanana dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum 
pada kejahatan yang dilakukan. 
2. Belum dewasa atau minderjarigheid (Pasal 47), dalam tindak pidana 
yang tidak diancam pidana mati atau pidana seumur hidup, maka 
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hakim menjatuhkan pidana berat atau lamanya adalah maksimum 
pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang 
dilakukannya dikurangi sepertiga. 
Dan dalam hal kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau 
seumur hidup, maka tidak dapat dijatuhi pidana mati atau pidana 
penjara seumur hidup, melainkan hakim menjatuhkan pidana 
penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun. 
 Adapun hal-hal yang meringankan pidana yang ditentukan didalam 
putusan pengadilan selama ini antara lain: 
a) Usia muda 
b) Belum pernah melakukan kejahatan 
c) Mengaku terus 
d) Menyesali perbuatannya 
e) Keluarga dan lingkungan yang rusak 
f) Masih bekerja atau kuliah 
g) Berlaku sopan 
h) Usia lanjut dan pisik lemah 
i) Menanggung tanggungan anak. 
 
  
  
62 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian judul proposal yang diangkat oleh penulis ini dilakukan di 
wilayah Kabupaten Sidrap. Adapun menjadi lokasi penelitian yang 
berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penyelesaian 
penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Sidrap. 
 
B. Jenis dan Sumber Penelitian 
Dalam penelitian inidipergunakan dua jenis data yaitu: 
a) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden 
melaluiwawancara terbuka. Dan pernyataan langsung yang dilakukan 
dalam penelitiandi lapangan. 
b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui 
literatur atau studi kepustakaan, internet, buku-buku dan lainnya yang 
berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Penelitian Kepustakaan 
Penelitian kepustakaan dimaksud untuk mengumpulkan data 
sekunder yang merupakan kerangka dasar yang bersifat teoritis sebagai 
pendukung data empiris, penelitian ini dilaksanakan dengan cara 
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menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku ilmu 
hukum, media cetak, internet dan perundang-undangan yang relevan 
dengan permasalahan yang akan diteliti. 
 
2. Penelitian Lapangan 
Penelitian lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer 
secara langsung pada objek-objek atau sumber data. Sehingga untuk 
mendapatkan data yang akurat dan objektif, dilaksanakan penelitian 
lapangan dengan melakukan wawancara terbuka pada pihak-pihak yang 
berkaitan langsung dengan penelitian ini.  
 
D. Analisis Data 
 Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara 
kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh 
dalam bentuk kalimat yang logis selanjutnya diberi penafsiran dan 
kesimpulan. Analisis ini digunakan dengan maksud agar peneliti mempunyai 
kebebasan yang luas untuk mengadakan penafsiran terhadap data yang 
telah dikumpulkan dengan menghubungkan teori-teori yang mendukung 
dalam pemecahan masalah. 
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    BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
a. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Delik Pembunuhan Dalam 
Putusan (Studi Kasus Nomor : 08/Pid.B/2012/PN.Sidrap) 
 Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana yang diberlakukan dalam 
kasus putusan No:08/Pid.B/2012/PN.Sidrap. Perlu diketahui terlebih dahulu 
penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim dengan melihat acara Pengadilan 
Negeri Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan 
dalam perkara terdakwa sebagai berikut: 
1. Identitas Terdakwa  
Nama lengkap         : Andi Sinrang Bin Andi Cunnu 
Tempat Lahir           : Pare-pare 
Umur/tanggal lahir   : 50 Tahun/12 Juli 1963 
Jenis kelamin           : Laki-laki 
Kebangsaan            : Indonesia 
Tempat tinggal         :Jalan Korban 40.000 Jiwa No. 89 Baranti 
Agama                     : Islam 
Pekerjaan           : Wiraswasta. 
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 2. Posisi Kasus : 
 Pada awalnya hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011 tepatnya pada 
bulan ramadhan, sekitar pukul 03.00 wita istri terdakwa Hj.ST. 
Maryam turun buang air besar di WC dibawah rumah yang jaraknya 
sekitar 13 (tiga belas) meter dengan rumah, terdakwa masih tetap 
berbaring diatas tempat tidur dan tidak beberapa lama terdakwa 
mendengar dari kamar sebelah yang ditempati korban tidur ada 
suara lampu dimatikan, terdengar suara korban keluar dari kamar 
dan pintu ditutup lalu terdakwa mendengar korban marah-marah 
dengan mengatakan “sudah tua tidak puasa‟‟, mendengar suara 
perkataan tersebut, Terdakwa tersinggung dan marah lalu Terdakwa 
bergegas bangun dari tempat tidurnya lalu mengambil tombak yang 
ada dibelakang lemari didalam kamarnya, selanjutnya Terdakwa 
keluar dari kamarnya dengan memegang tombak dan melihat korban 
berdiri di depan pintu kamar terdakwa lalu seketika itu terdakwa dari 
arah sebelah kanan korban yang berjarak sekitar 2 (dua) meter 
langsung mengayunkan tombak yang dipegangnya ketubuh korban 
dan menusuk perut kanan korban sebanyak 3 (tiga) kali dan 
menusuk bagian perut sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali yang 
mengakibatkan korban terjatuh dan terduduk dilantai rumah, 
selanjutnya karena rasa takut dengan masih memegang tombak, 
terdakwapun langsung pergi meninggalkan korban dengan cara 
terdakwa keluar melalui pintu depan rumah dan berjalan menuju 
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kearah utara untuk ke rumah saudara Terdakwa yaitu Saksi Andi 
Parenrengi yang bertempat tinggal sekitar 700 meter dari rumah 
tempat tinggal terdakwa dan sebelum sampai di rumah saksi Andi 
Parenrengi terdakwa sempat membuang tombak tersebut dipinggir 
jalan. 
 Adapun keterangan saksi yang termuat dalam putusan adalah sebagai 
berikut:  
1.Saksi Hj. ST. MARYAM,B,a. Binti PU BACO 
Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:  
- Bahwa korban perempuan Hj. GEDDONG adalah kakak kandung saksi, 
sedangkan terdakwa laki-laki H. ANDI SINRANG adalah suami saksi; 
- Pada saat kejadian adalah bulan puasa dan pada sekitar pukul 03.15 wita, 
saksi bangun dan melihat terdakwa masih diatas tempat tidur lalu saksi 
menyampaikan kepada terdakwa saat itu ”bahwa saksi mau pergi buang air 
besar” dan terdakwa bertanya kepada saksi “apa mau ditemani”, namun 
saksi menjawab “tidak usah”, namun saksi menuju ke WC yang terletak 
dibawah rumah/dibelakang rumah yang jaraknya sekitar 13 (tiga belas) 
meter dari rumah saksi, saat sementara saksi didalam WC buang air besar 
kemudian ada orang datang mendorong-dorong pintu WC dan saksi 
menegur dan berkata “saya masih buang air besar” dan beberapa saat 
kemudian saksi mendengar suara benturan/orang terjatuh dari arah diatas 
rumah, saksi lalu mendengar suara teriakan korban yang mengatakan 
“matena maryam (maryam saya meninggal)”, sehingga saksi saat itu 
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langsung menuju naik keatas rumah dan mendapati saat itu korban 
sementara terduduk dilantai ruang tamu depan kamar tidur korban dan 
melihat bagian rusuk kanan korban ada darah keluar lalu korban berkata 
kepada saksi ”nagajanga sinrang (saya ditikam oleh sinrang), kemudian 
saksi melihat beberapa luka korban dibawah ketiak korban atau samping 
perut sebelah kiri korban. Pada pukul 05.00 wita saksi membawa korban ke 
RSU. Arifin Nu‟mang yang kemudian dirujuk ke RSU Andi Makkasau Pare-
pare dan pada pukul 07.30 wita korban meninggal dunia di RSU dan 
selanjutnya saksi membawa pulang korban ke rumah saksi. 
- Saksi sebelum kejadian sudah mengetahui dan melihat ada tombak yang 
tersimpan dibelakang pintu kamar tidurnya namun saksi tidak mengetahui 
siapa yang menyimpan tombak milik korban tersebut didalam kamar saksi; 
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan 
berupa 1 (satu) bilah tombak dengan ukuran panjang 1,23 Meter, terbuat 
dari besi dengan panjang 31 Cm dengan gagang tombak terbuat dari kayu 
ukuran panjang 92 Cm adalah tombak yang hilang setelah penikaman, serta 
juga 1 (satu) lembar baju tidur bermotif corak warna hijau daun yang 
berlumuran darah yang dipakai korban pada saat ditikam oleh terdakwa. 
 
2.Saksi ANDI PARENRENGI Alias ANDI ONDING Bin ANDI CUNNU: 
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait peristiwa penikaman yang 
dilakukan terdakwa Andi Sinrang terhadap Hj. Geddong dengan 
menggunakan tombak hingga mengakibatkan Hj. Geddong meninggal 
dunia; 
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- Terdakwa adalah kakak kandung sebapak dengan saksi; 
- Pada saat terdakwa datang kerumah saksi dengan berjalan kaki dan 
terdakwa tidak membawa tombak; 
- Bahwa saat terdakwa datang kerumah saksi dengan menggunakan baju 
kaos dan celana puntung dengan ekspresi wajah yang ketakutan; 
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa melakukan 
penikaman terhadap korban. 
 Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa 
membenarkan dan menyatakan tidak keberatan. 
 Adapun keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai 
berikut :  
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011 sekitar pukul 03.30 
wita di rumah saksi Hj. ST. Maryam di jalan Korban 40.000 jiwa Kel. 
Baranti Kec Baranti Kab Sidrap terdakwa telah menikam korban 
Perempuan yang bernama Hj. Geddong dengan menggunakan 
tombak. 
- Korban adalah Ipar terdakwa yakni kakak kandung istri terdakwa yaitu 
saksi Perempuan Hj. ST. Maryam. 
- Kamar yang ditempati oleh terdakwa dan saksi Hj. ST.Maryam 
bersebelahan dengan kamar korban Perempuan Hj. Geddong dan 
hanya dipisahkan oleh dinding saja. 
- Awalnya pada sekitar pukul 03.00 wita istri terdakwa Pr. Hj. ST. 
Maryam turun buang air besar di WC dibawah rumah yang jaraknya 
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sekitar 13 (tiga belas) meter dengan rumah dan terdakwa masih tetap 
terbaring di tempat tidur dan tidak berapa lama terdakwa mendengar 
dari kamar sebelah yang ditempati korban tidur ada suara lampu yang 
dimatikan dan suara korban keluar dari kamar dan pintu ditutup lalu 
terdakwa mendengar korban marah-marah dengan mengatakan 
“sudah tua tidak puasa”, mendengar perkataan tersebut terdakwa 
tersinggung dan marah lalu terdakwa bergegas bangun dari tempat 
tidurnya dan mengambil tombak yang ada dibelakang lemari didalam 
kamarnya selanjutnya terdakwa keluar dari kamarnya dan memegang 
tombak dan melihat korban berdiri didepan pintu kamar terdakwa lalu 
seketika itu terdakwa dari arah sebelah kanan korban yang berjarak 
sekitar 2 (dua) meter langsung mengayunkan tombak yang 
dipegangnya ketubuh korban dan menusuk bagian perut sebelah 
kanan korban kemudian terdakwa menarik kembali tombaknya lalu 
terdakwa menusukkannya lagi kebagian perut sebelah kiri korban yang 
mengakibatkan korban terjatuh lalu terduduk dilantai rumah 
selanjutnya karena rasa takut dengan masih memegang tombak 
terdakwapun langsung pergi meninggalkan korban dengan cara 
terdakwa keluar melalui pintu depan rumah dan berjalan menuju 
kearah utara untuk ke rumah saudara terdakwa yaitu saksi Lk. Andi 
Parenrengi yang bertempat tinggal sekitar 700 meter dari rumah yang 
ditempati terdakwa dan terdakwa sempat membuang tombak tersebut 
di pinggir jalan, 
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- Setibanya dirumah saksi Lk. Andi Parenrengi segera mengantar 
terdakwa kekantor Polisi untuk menyerahkan diri, maka saat itu pula 
saksi Lk. Andi Parenrengi langsung mengeluarkan motornya dan 
membonceng terdakwa kekantor Polisi. 
- Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan tombak yang ada 
yang tersimpan dibelakang lemari kamar terdakwa; 
- Pada saat terdakwa menusuk korban kondisi gelap karena lampu 
belum dinyalakan dan tidak ada orang lain ditempat kejadian yang 
melihat terdakwa menikam korban, namun terdakwa dapat melihat 
jelas korban karena ada cahaya lampu dari arah dapur rumah; 
- Terdakwa saat kejadian mengenakan pakaian baju kaos dan 
Bercelana pendek puntung, terdakwa baru mengetahui kalau korban 
meninggal dunia berdasarkan informasi dari penyidik; 
- Terdakwa tidak pernah merencanakan akan menikam korban dengan 
tombak; 
- Berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mengetahui dan 
menyadari bahwa penikaman yang dilakukannya tersebut dapat 
mendatangkan maut/kematian bagi korban serta terdakwa menyadari 
bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum; 
- Terdakwa sebelumnya sudah sering sakit-sakitan dan terdakwa saat di 
kepolisian sempat dirawat dan dirujuk ke RS. Dadi Makassar; 
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- Sebelumnya terdakwa juga pernah tersinggung dengan perkataan 
korban yang mengatakan “sejak ada kamu (terdakwa) perempuan Hj. 
ST. Maryam sudah jadi kikir/pelit”; 
- Mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 
(satu) bilah tombak dengan ukuran panjang 1,23 Meter terbuat dari 
besi dengan panjang 31 Cm dengan gagang tombak terbuat dari kayu 
ukuran panjang 92 Cm adalah tombak yang dipergunakan terdakwa 
untuk menikam korban dan 1 (satu) buah baju daster/baju tidur 
bermotif corak warna hijau daun yang berlumuran darah 1 (satu) buah 
jaket batik dengan motif corak berwarna hijau daun yang berlumuran 
darah adalah baju yang dipakai korban pada saat terdakwa menikam 
korban; 
 Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah 
mengajukan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) bilah tombak dengan ukuran panjang 1,23 Meter 
terbuat dari besi dengan panjang 31 Cm, dengan gagang 
tombak terbuat dari kayu ukuran panjang 92 Cm. 
- 1 (satu) lembar baju tidur bermotif batik dengan corak warna 
hijau daun yang berlumuran darah. 
- 1 (satu) lembar jaket motif batik dengan corak yang berwarna 
hijau daun yang berlumuran darah terbuat dari kain. 
 Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah 
dilakukan penyelidikan penyitaan secara sah menurut hukum dan 
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telah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-
saksi serta terdakwa, sehingga keberadaan dapat diterima sebagai 
barang bukti dalam perkara ini. 
3. Dakwaan Penuntut Umum 
PRIMAIR 
 Bahwa terdakwa H. ANDI SINRANG Bin A. CUNNU, pada hari minggu 
tanggal 14 Agustus 2011 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Rumah Saksi 
Hj. ST. MARYAM di Jl. Korban 40.000 Jiwa Kel. Baranti Kec. Baranti kab. 
Sidrap, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu 
menghilangkan nyawa orang yaitu korban Hj. GEDDONG, perbuatan mana 
yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :  
Pada waktu dan tempat tersebut bermula dari adanya perasaan dendam 
terdakwa kepada korban, selanjutnya pada pukul 03.15 wita saat istri 
terdakwa sementara kekamar mandi/wc terdakwa terbangun dan 
mendengar korban mematikan lampu kamar tidurnya dan akan keluar dari 
kamar tidurnya maka saat itu juga terdakwa sudah langsung keluar dari 
kamar tidurnya saat itu juga terdakwa mengambil 1 (satu) buah tombak 
yang disimpan dibelakang pintu kamar terdakwa dan langsung keluar 
menuju kedepan kamar korban dan saat terdakwa sudah keluar dari kamar 
tidurnya saat itu juga terdakwa melihat korban akan menyalakan lampu 
maka terdakwa langsung menusukkan tombak yang dipegangnya kearah 
ketiak kiri korban sebanyak satu kali lalu kembali menusuk perut kiri korban 
yang mengakibatkan korban terjatuh dan terduduk dilantai dan kemudian 
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terdakwa kembali menusuk bagian punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali 
dan saat terdakwa yakin korban telah meninggal dunia kemudian terdakwa 
berlari meninggalkan korban untuk menuju ke rumah saksi A. Parenrengi 
untuk selanjutnya menyerahkan diri kepada Aparat Kepolisian. 
 Berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang pada Badan Pelayanan 
Kesehatan Rumah Sakit Umum Andi Makkasau Type C Pare-Pare yang 
dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kemilah Tangdiung. Pada tanggal 16 
Agustus 2011, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Perempuan Hj. 
Geddong, umur 53 Tahun, dengan hasil pemeriksaan : 
- Luka robek pada dada kanan 3 (tiga) tusukan 
- Luka robek pada dada kiri 2 (dua) tusukan 
- Penderita Anemis, Sesak, Akral dingin. 
Kesimpulan: Kelainan-kelainan itu disebabkan oleh: Diduga karena kena 
benda tajam, meninggal tanggal 14 Agustus 2011 jam 07.30 wita. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 
Pasal 340 KUHP. 
 
SUBSIDAIR 
 Bahwa terdakwa H. ANDI SINRANG, pada waktu dan tempat 
sebagaimana dakwaan Primair diatas, dengan sengaja merampas nyawa 
orang lain yaitu korban perempuan Hj. GEDDONG, perbuatan mana yang 
dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: 
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 Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula dari adanya perasaan 
dendam terdakwa kepada korban sehingga pada pukul 03.00 muncul niat 
terdakwa untuk membunuh korban, selanjutnya pada pukul 03.15 saat istri 
terdakwa sementara ke kamar mandi/wc terdakwa terbangun dan 
mendengar korban mematikan lampu kamar tidurnya dan akan keluar dari 
kamar tidurnya, maka saat itu juga terdakwa mengambil 1 (satu) buah 
tombak yang disimpan dibelakang pintu kamar terdakwa dan langsung 
keluar dari kamar tidurnya saat itu juga, terdakwa melihat korban akan 
menyalakan lampu kamarnya maka terdakwa langsung menusukkan 
tombak yang dipegangnya kearah ketiak kiri korban sebanyak satu kali lalu 
kembali menusuk perut kiri korban yang mengakibatkan korban terjatuh dan 
terduduk dilantai dan kemudian terdakwa kembali menusuk bagian 
punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali dan saat terdakwa yakin korban 
telah meniggal dunia, kemudian terdakwa berlari meninggalkan korban 
untuk menuju ke rumah saksi A. Parenrengi untuk selanjutnya menyerahkan 
diri kepada Aparat Kepolisian. 
 Berdasarkan hasil Visum Et Repertum pada Badan Pelayanan 
Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Kota Pare-pare 
yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Kemilah Tangdiung. Pada tanggal 
16 Agustus 2011, telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan Hj. 
Geddong, Umur 53 tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:  
- Luka robek pada dada kanan 3 (tiga) tusukan. 
- Luka robek pada dada kiri 2 (dua) tusukan. 
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- Penderita Anemis, Sesak, Akral dingin. 
 Kesimpulan: kelainan-kelainan itu disebabkan oleh: Diduga karena 
kena benda tajam, meninggal tanggal 14 Agustus 2011 jam 07.30 wita. 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 
Pasal 338 KUHP. 
 Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum 
yang unsur-unsurnya sebagai berikut : 
1.Barangsiapa ; 
2.Dengan Sengaja ; 
3.Dengan rencana lebih dahulu ; 
4.Merampas nyawa orang lain ; 
1. Barangsiapa: 
 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata barangsiapa dalam 
rumusan tindak pidana yang diatur didalam KUHP maupun yang diatur 
diluar KUHP ialah dader atau pelaku, yaitu mereka yang melakukan tidak 
pidana; 
 Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan 
barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa H. ANDI SINRANG sebagai 
subjek hukum pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagai orang 
yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan, 
identitas mana dibenarkan oleh terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi; 
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 Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah 
terpenuhi. 
 
2.Unsur dengan sengaja 
 Menimbang, bahwa dalam teori pidana dikenal teori kesengajaan, 
yaitu : 
- Teori kehendak (wilstheorie), adanya kehendak untuk mewujudkan 
unsur-unsur tindak pidana dalam UU ; 
- Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstellings theorie), pelaku 
mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya. 
Serta dikenal juga 3 bentuk atau tingkat kesengajaan, yaitu : 
1.Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (opzetg als oogmerk) 
2.kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn) 
3.kesengajaan dengan sadar kemungkinan (voorwaardelijk opzet). 
 Menimbang, bahwa unsur sengaja diletakkan didepan unsur 
merampas nyawa orang lain sehingga unsur merampas nyawa orang lain 
harus diliputi dengan kesengajaan; 
 Menimbang, bahwa dengan demikian “kesengajaan” untuk merampas 
nyawa orang lain dianggap cukup terbukti kalau si pelaku melakukan tindak 
pidana dalam melakukan perbuatannya, dalam hal ini adalah hendak 
melakukan perampasan nyawa orang lain, sudah harus dapat 
membayangkan atau memperkirakan bahwa perbuatannya ini akan 
menimbulkan akibat yaitu kematian bagi si korban ; 
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 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan 
teori kesengajaan. Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa 
menusukkan tombak dengan kuat kebagian perut kiri dan kanan bagian 
atas korban (titik vital pada tubuh yang dapat mendatangkan maut) telah 
memenuhi unsur teori pengetahuan atau membayangkan (voorstellings 
theorie), karena terdakwa menyadari bahwa penusukan tersebut dapat 
menimbulkan bahaya maut ataupun kematian pada diri korban selain itu 
juga terdakwa menyadari bahwa kehendaknya untuk menikam korban 
adalah melanggar hukum namun terdakwa tetap melakukan perbuatan 
sehingga perbuatan terdakwa tersebut Majelis Hakim yakini sebagai 
perbuatan yang disengaja; 
 Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan sengaja” 
telah terpenuhi; 
3.Unsur dengan rencana lebih dahulu  
 Menimbang, bahwa unsur dengan rencana lebih dahulu (voorbedachte 
raad) diletakkan didepan unsur merampas nyawa orang lain sehingga 
dengan rencana terlebih dahulu harus diikuti dengan perbuatan merampas 
nyawa orang lain; 
 Menimbang, bahwa menurut pendapat Simons makna “dengan 
rencana lebih dahulu yaitu orang hanya dapat berbicara tentang adanya 
perencanaan terlebih dahulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu 
pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya 
secara tenang, demikian pula telah dipertimbangkan tentang kemungkinan-
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kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu 
seseorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaannya 
dari rencananya tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu. 
Maka dalam hal seseorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang 
ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya 
suatu perencanaan lebih dahulu ; 
 Menimbang, bahwa dalam unsur dengan rencana lebih dahulu 
diisyaratkan adanya saat untuk menimbang dengan tenang dan berfikir 
secara tenang dalam hal ini dapat dibuktikan dengan adanya rencana, 
persiapan untuk melakukan tindak pidana, pemilihan waktu yang tepat 
untuk melakukan tindak pidana serta pelaku tindak pidana memandang 
rendah nyawa orang lain, dalam hal ini adalah nyawa si korban/objek tindak 
pidana; 
 Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa penikaman yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan 
secara spontan didorong rasa marah dan rasa tersinggung terdakwa karena 
terdakwa merasa dimarahi oleh korban dengan melaksanakan 
keputusannya menikam korban, tidak ada waktu bagi terdakwa untuk 
kembali pada suatu suasana batin yang tenang dan berfikir secara jernih 
untuk merencanakan kembali tentang pelaksanaan kehendaknya sehingga 
tidak dapat dibuktikan adanya tahapan-tahapan persiapan khusus yang 
dilakukan terdakwa untuk mewujudkan perbuatannya; 
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 Menimbang, bahwa dari fakta setelah melakukan penikaman terdakwa 
dengan masih memegang tombak langsung pergi meniggalkan korban 
dengan cara terdakwa keluar melalui pintu depan rumah dan berjalan 
menuju arah utara untuk kerumah saudara terdakwa yaitu saksi Lk. Andi 
Parenrengi; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur 
rencana lebih dahulu tidak terbukti ; 
 Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaaan 
Primair tidak terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
sebagaimana dalam dakwaan Primair, maka terdakwa haruslah dibebaskan 
dari dakwaan Primair tersebut; 
 Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti 
selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair 
Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 338 KUHP, yang mengandung unsur sebagai berikut: 
1.Barangsiapa; 
2.Dengan sengaja; 
3.Merampas nyawa orang lain; 
1. Barangsiapa 
 Menimbang, bahwa karena unsur ini sama dengan unsur barangsiapa 
yang terdapat dalam dakwaan Primair, maka untuk mempersiapkan uraian 
putusan ini, Majelis mengambil alih segala pertimbangan unsur barangsiapa 
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dalam dakwaan Primair tersebut sebagai pertimbangan terhadap unsur 
dakwaan Subsidair ini; 
 Menimbang, oleh karena dalam dakwaan Primair unsur ini telah 
terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas 
maka unsur barangsiapa telah terbukti; 
2.Dengan sengaja; 
 Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sama dengan unsur dengan 
sengaja yang sama dengan dakwaan Primair, maka untuk mempersingkat 
uraian putusan ini, Majelis mengambil alih segala pertimbangan unsur 
dengan sengaja dalam dakwaan Primair tersebut sebagai pertimbangan 
terhadap unsur dalam dakwaan Subsidair ini; 
 Menimbang, oleh karena dalam dakwaan Primair unsur ini telah 
terpenuhi secara sah, maka demikian halnya dengan unsur dalam dakwaan 
Subsidair ini, juga dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakini 
menurut hukum; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas 
maka unsur dengan sengaja telah terbukti; 
3.Merampas nyawa orang lain 
 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan 
pada awalnya sekitar pukul 03.00 wita istri terdakwa Pr.Hj. ST. Maryam 
turun buang air besar di WC dibawah rumah yang jaraknya sekitar 13 (tiga 
belas) Meter dengan rumah, dan terdakwa masih tetap berbaring diatas 
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tempat tidur dan tidak berapa lama terdakwa mendengar dari kamar 
sebelah yang ditempati korban tidur ada suara lampu dimatikan dan suara 
korban keluar dari kamar dan pintu ditutup lalu terdakwa mendengar korban 
marah-marah dengan mengatakan “sudah tua tidak puasa” mendengar 
perkataan tersebut terdakwa tersinggung dan marah lalu terdakwa 
bergegas bangun dari tempat tidurnya lalu mengambil tombak yang ada 
dibelakang lemari didalam kamarnya selanjutnya terdakwa keluar dari 
kamarnya dengan memegang tombak dan melihat korban berdiri didepan 
pintu kamar terdakwa lalu seketika itu terdakwa dari arah sebelah kanan 
korban yang berjarak sekitar 2 (dua) meter langsung mengayunkan tombak 
yang dipegangnya ketubuh korban dan menusuk perut kanan korban 
sebanyak 3 (tiga) kali dan menusukkan kebagian perut sebelah kiri korban 
sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan korban terjatuh lalu terduduk 
dilantai rumah selanjutnya karena rasa takut terdakwa yang masih 
memegang tombak langsung pergi meninggalkan korban dengan cara 
terdakwa keluar melalui pintu depan rumah dan berjalan menuju kearah 
utara untuk pergi kerumah saudara terdakwa yaitu saksi Lk.Andi Parenrengi 
yang bertempat tinggal sekitar 700 Meter dari rumah tempat tinggal 
terdakwa dan sebelum sampai dirumah saksi Andi Parenrengi, terdakwa 
membuang tombak tersebut dipinggir jalan; 
 Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan 
bahwa perbuatan terdakwa Andi Sinrang tesebut telah mengakibatkan 
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hilangnya nyawa orang lain yaitu korban Hj. Geddong, sehingga dengan 
demikian maka unsur ini terbukti; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas 
maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah 
terbukti. 
 
4. Tuntutan Penuntut Umum  
 Tuntutan pidana Penuntut Umum, Nomor Register Perkara: PDM – 
09/SIDRAP/Ep.2/01/2012 tanggal 05 April 2012, yang pada pokoknya 
menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang 
yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan memutuskan 
sebagai berikut : 
1.  Menyatakan terdakwa H.Andi Sinrang, tidak terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana “pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu“ 
sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP dalam 
dakwaan Primair; 
2. Menyatakan terdakwa H. Andi Sinrang terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan 
Subsidair. 
3. Menjatuhkan pidana pada terdakwa H. Andi Sinrang, oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama 
terdakwa ditahan; 
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4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah tombak dengan ukuran 
panjang 1,23 Meter terbuat dari besi dengan panjang 31 Cm, sedangkan 
gagang tombak terbuat dari kayu dengan ukuran 92 Cm”  dirampas untuk 
dimusnahkan, kemudian barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju tidur 
bermotif batik dengan corak warna hijau daun yang berlumuran darah dan 1 
(satu) lembar jaket motif batik dengan corak berwarna hijau daun yang 
berlumuran darah terbuat dari kain, dikembalikan kepada keluarga korban; 
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 
Rp 2.000, - (dua ribu rupiah).  
 
4. Amar Putusan 
M E N G A D I L I 
1. Menyatakan terdakwa H. Andi Sinrang tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan 
dalam Primair ; 
2.  Membebaskan terdakwa H. Andi Sinrang dari dakwaan Primair; 
3. Menyatakan terdakwa H. Andi Sinrang terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBUNUHAN; 
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Andi Sinrang oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun; 
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
6. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan; 
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7. Menetapkan agar barang bukti berupa :  
- 1 (satu) bilah tombak dengan ukuran panjang 1,23 Meter terbuat dari besi 
dengan panjang 31 Cm dengan gagang tombak terbuat dari kayu ukuran 
panjang 92 Cm; 
- 1 (satu) lembar baju tidur motif batik dengan bercorak berwarna hijau daun 
yang berlumuran darah; 
- 1 (satu) lembar baju daster bermotif batik berwarna hijau daun yang 
berlumuran darah. 
Dikembalikan kepada ahli waris korban Alm. Hj. Geddong; 
8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah); 
 Dengan demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari: Jumat tanggal 13 
April 2012. 
 
5.Komentar Penulis 
 Dalam perkara pidana ini, terdakwa H. Andi Sinrang diajukan disuatu 
persidangan yang mana terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana 
pembunuhan yang dilakukan terhadap kakak Ipar terdakwa yakni Hj. 
Geddong. Pada pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim telah 
memeriksa, meneliti dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap 
dalam persidangan. 
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 Pertimbangan hakim didasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum, serta keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ditambah 
dengan keyakinan hakim serta didasarkan juga dengan alasan-alasan yang 
memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga setelah melalui proses 
analisa yang mendalam oleh Majelis Hakim, maka terdakwa H. Andi Sinrang 
dijatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun. 
 Menurut cermatan penulis terjadi suatu tindak pidana pembunuhan, 
karena adanya perbedaan dan ketidakharmonisan, salah satu faktor terjadi 
tindak pidana pembunuhan itu awalnya karena tingkah laku dalam 
kehidupan sehari-hari, terkhusus dalam pembunuhan yang dilakukan oleh 
terdakwa H. Andi Sinrang kepada korban Hj. Geddong, yang mana 
terdakwa adalah adik ipar dari korban. Disini penulis menganalisa bahwa 
adanya ketidakharmonisan dan komunikasi yang kurang baik antara 
terdakwa dan korban yang tinggal dalam satu rumah yang sangat mudah 
menimbulkan pertengkaran atau mudah tersinggung, akibat dari 
pertengkaran dan mudah tersinggung yang sesungguhnya permasalahan 
atau persoalan itu mudah diselesaikan akan tetapi terdakwa dan korban 
lebih mengutamakan egoisme mereka sehingga bukan penyelesaian dan 
meredahkan masalah namun menimbulkan persoalan baru bahkan 
persoalan ini semakin membesar, dari pertengkaran dan mudah tersinggung 
inilah yang tidak mempunyai kontrol yang baik sehingga pembunuhan ini 
terjadi, yang mana terdakwa membunuh korban dengan menusukkan 
tombak pada bagian tubuh korban. 
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 Tindakan spontan atau secara tiba-tiba ini, terdakwa yang berlebihan 
akhirnya menghilangkan nyawa kakak iparnya sendiri Hj. Geddong. Bahwa 
benar terdakwa dinyatakan bersalah membunuh berdasarkan Pasal 338 
KUHP “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam 
dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun. 
 Dengan ini penulis berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim 
dalam perkara No 08/Pid/.B/2012/PN.Sidrap telah sesuai dengan norma 
hukum yang berlaku karena semua unsur dalam Pasal 338 KUHP telah 
terpenuhi, yang menjadi dasar Hakim menjatuhkan putusan terhadap 
terdakwa.      
 
b. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan (Studi 
Kasus Nomor:08/Pid.B/2012/PN.Sidrap) 
 Perlu dipahami bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk 
mewujudkan tujuan hukum menjadi kenyataan. Tujuan hukum dalam hal ini 
adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Diantara banyak faktor 
yang mempengaruhi dalam proses penegakan hukum, salah satunya 
adalah sumber daya manusia. 
 Hakim dalam menjatuhkan putusan dipengaruhi beberapa faktor baik 
karena latarbelakang sosial dimana hakim berasal, etnis adanya hubungan 
keluarga dan juga keadaan lingkungannya pada saat menjatuhkan putusan 
tersebut, sebelum membahas lebih jauh putusan hakim dalam putusan 
perkara pidana Studi Kasus Nomor:08/Pidana/B/2012/PN.Sidrap penulis 
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terlebih dahulu menjelaskan serta menguraikan lebih jelas posisi kasusnya, 
keterangan saksi serta keterangan terdakwa. 
 
1. Pertimbangan Fakta  
 Dari fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, selanjutnya 
Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa 
tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang 
didakwakan Jaksa Penuntut Umum; 
 Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari surat 
dakwaannya tersebut dipersidangkan telah diajukan barang bukti berupa : 
- 1 (satu) bilah tombak dengan ukuran panjang 1,23 Meter 
terbuat dari besi dengan panjang 31 Cm, sedangkan gagang 
tombak terbuat dari kayu dengan ukuran 92 Cm. 
- 1 (satu) lembar baju tidur bermotif batik dengan corak warna 
hijau daun yang berlumuran darah. 
- 1 (satu) lembar jaket motif batik dengan corak berwarna hijau 
daun yang berlumuran darah. 
 Menimbang, selain barang bukti tersebut dipersidangan juga telah 
didengar keterangan saksi dibawah sumpah para saksi tersebut pada 
pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
1. Saksi Hj. ST. MARYAM,B,a.Ma Binti PU BACO 
Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:  
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- Bahwa korban perempuan Hj. GEDDONG adalah kakak kandung saksi, 
sedangkan terdakwa laki-laki H. ANDI SINRANG adalah suami saksi; 
- Pada saat kejadian adalah bulan puasa dan pada pukul 03.15 wita, saksi 
bangun dan melihat terdakwa masih diatas tempat tidur lalu saksi 
menyampaikan kepada terdakwa saat itu ”bahwa saksi mau pergi buang air 
besar” dan terdakwa bertanya kepada saksi “apa mau ditemani”, namun 
saksi menjawab “tidak usah”, namun saksi menuju ke WC yang terletak 
dibawah rumah/dibelakang rumah yang jaraknya sekitar 13 (tiga belas) 
meter dari rumah saksi, saat sementara saksi didalam WC buang air besar 
kemudian ada orang datang mendorong-dorong pintu WC dan saksi 
menegur dan berkata “saya masih buang air besar” dan beberapa saat 
kemudian saksi mendengar suara benturan/orang terjatuh dari arah diatas 
rumah, saksi lalu mendengar suara teriakan korban yang mengatakan 
“matena maryam (maryam saya meninggal)”, sehingga saksi saat itu 
langsung menuju naik keatas rumah dan mendapati saat itu korban 
sementara terduduk dilantai ruang tamu depan kamar tidur korban dan 
melihat bagian rusuk kanan korban ada darah keluar lalu korban berkata 
kepada saksi ”nagajanga sinrang (saya ditikam oleh sinrang), kemudian 
saksi melihat beberapa luka korban dibawah ketiak korban atau samping 
perut sebelah kiri korban. Pada pukul 05.00 wita saksi membawa korban ke 
RSU Arifin Nu‟mang yang kemudian dirujuk ke RSU Andi Makkasau Pare-
pare dan pada pukul 07.30 wita korban meninggal dunia di RSU dan 
selanjutnya saksi membawa pulang korban ke rumah saksi. 
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- Saksi sebelum kejadian sudah mengetahui dan melihat ada tombak yang 
tersimpan dibelakang pintu kamar tidurnya namun saksi tidak mengetahui 
siapa yang menyimpan tombak milik korban tersebut didalam kamar saksi; 
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan 
berupa 1 (satu) bilah tombak dengan ukuran panjang 1,23 Meter, terbuat 
dari besi dengan panjang 31 Cm dengan gagang tombak terbuat dari kayu 
ukuran panjang 92 Cm adalah tombak yang hilang setelah penikaman, serta 
juga 1 (satu) lembar baju tidur bermotif corak warna hijau daun yang 
berlumuran darah yang dipakai korban pada saat ditikam oleh terdakwa. 
 
2.Saksi ANDI PARENRENGI Alias ANDI ONDING Bin ANDI CUNNU: 
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait peristiwa penikaman yang 
dilakukan terdakwa Andi Sinrang terhadap Hj. Geddong dengan 
menggunakan tombak hingga mengakibatkan Hj. Geddong meninggal 
dunia; 
- Terdakwa adalah kakak kandung sebapak dengan saksi; 
- Pada saat terdakwa datang ke rumah saksi dengan berjalan kaki dan 
terdakwa tidak membawa tombak; 
- Saat terdakwa datang kerumah saksi dengan menggunakan baju kaos dan 
celana puntung dengan ekspresi wajah yang ketakutan; 
- Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa melakukan 
penikaman terhadap korban. 
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 Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa 
membenarkan dan menyatakan tidak keberatan. 
 Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa H. Andi Sinrang Bin Andi 
Cunnu memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai 
berikut : 
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2011 sekitar pukul 03.30 
wita di rumah saksi Hj. ST. Maryam di jalan Korban 40.000 jiwa Kel. 
Baranti Kec Baranti Kab Sidrap terdakwa telah menikam korban 
Perempuan yang bernama Hj. Geddong dengan menggunakan 
tombak. 
- Korban adalah Ipar terdakwa yakni kakak kandung istri terdakwa yaitu 
saksi Perempuan Hj. ST. Maryam. 
- Kamar yang ditempati oleh terdakwa dan saksi Hj. ST.Maryam 
bersebelahan dengan kamar korban Perempuan Hj. Geddong dan 
hanya dipisahkan oleh dinding saja. 
- Awalnya pada sekitar pukul 03.00 wita istri terdakwa Pr. Hj. ST. 
Maryam turun buang air besar di WC dibawah rumah yang jaraknya 
sekitar 13 (tiga belas) meter dengan rumah dan terdakwa masih tetap 
terbaring di tempat tidur dan tidak berapa lama terdakwa mendengar 
dari kamar sebelah yang ditempati korban tidur ada suara lampu yang 
dimatikan dan suara korban keluar dari kamar dan pintu ditutup lalu 
terdakwa mendengar korban marah-marah dengan mengatakan 
“sudah tua tidak puasa”, mendengar perkataan tersebut terdakwa 
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tersinggung dan marah lalu terdakwa bergegas bangun dari tempat 
tidurnya dan mengambil tombak yang ada dibelakang lemari didalam 
kamarnya selanjutnya terdakwa keluar dari kamarnya dan memegang 
tombak dan melihat korban berdiri didepan pintu kamar terdakwa lalu 
seketika itu terdakwa dari arah sebelah kanan korban yang berjarak 
sekitar 2 (dua) meter langsung mengayunkan tombak yang 
dipegangnya ketubuh korban dan menusuk bagian perut sebelah 
kanan korban kemudian terdakwa menarik kembali tombaknya lalu 
terdakwa menusukkannya lagi kebagian perut sebelah kiri korban yang 
mengakibatkan korban terjatuh lalu terduduk dilantai rumah 
selanjutnya karena rasa takut dengan masih memegang tombak 
terdakwapun langsung pergi meninggalkan korban dengan cara 
terdakwa keluar melalui pintu depan rumah dan berjalan menuju 
kearah utara untuk ke rumah saudara terdakwa yaitu saksi Lk. Andi 
Parenrengi yang bertempat tinggal sekitar 700 meter dari rumah yang 
ditempati terdakwa dan terdakwa sempat membuang tombak tersebut 
di pinggir jalan, 
- Setibanya dirumah saksi Lk. Andi Parenrengi segera mengantar 
terdakwa kekantor Polisi untuk menyerahkan diri, maka saat itu pula 
saksi Lk. Andi Parenrengi langsung mengeluarkan motornya dan 
membonceng terdakwa kekantor Polisi. 
- Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan tombak yang ada 
yang tersimpan dibelakang lemari kamar terdakwa; 
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- Pada saat terdakwa menusuk korban kondisi gelap karena lampu 
belum dinyalakan dan tidak ada orang lain ditempat kejadian yang 
melihat terdakwa menikam korban, namun terdakwa dapat melihat 
jelas korban karena ada cahaya lampu dari arah dapur rumah; 
- Terdakwa saat kejadian mengenakan pakaian baju kaos dan 
Bercelana pendek puntung, terdakwa baru mengetahui kalau korban 
meninggal dunia berdasarkan informasi dari penyidik; 
- Terdakwa tidak pernah merencanakan akan menikam korban dengan 
tombak; 
- Berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa mengetahui dan 
menyadari bahwa penikaman yang dilakukannya tersebut dapat 
mendatangkan maut/kematian bagi korban serta terdakwa menyadari 
bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum; 
- Terdakwa sebelumnya sudah sering sakit-sakitan dan terdakwa saat di 
kepolisian sempat dirawat dan dirujuk ke RS. Dadi Makassar; 
- Sebelumnya terdakwa juga pernah tersinggung dengan perkataan 
korban yang mengatakan “sejak ada kamu (terdakwa) perempuan Hj. 
ST. Maryam sudah jadi kikir/pelit”; 
- Mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 
(satu) bilah tombak dengan ukuran panjang 1,23 Meter terbuat dari 
besi dengan panjang 31 Cm dengan gagang tombak terbuat dari kayu 
ukuran panjang 92 Cm adalah tombak yang dipergunakan terdakwa 
untuk menikam korban dan 1 (satu) buah baju daster/baju tidur 
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bermotif corak warna hijau daun yang berlumuran darah 1 (satu) buah 
jaket batik dengan motif corak berwarna hijau daun yang berlumuran 
darah adalah baju yang dipakai korban pada saat terdakwa menikam 
korban; 
 Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah 
mengajukan barang bukti berupa: 
- 1 (satu) bilah tombak dengan ukuran panjang 1,23 Meter 
terbuat dari besi dengan panjang 31 Cm, dengan gagang 
tombak terbuat dari kayu ukuran panjang 92 Cm. 
- 1 (satu) lembar baju tidur bermotif batik dengan corak warna 
hijau daun yang berlumuran darah. 
- 1 (satu) lembar jaket motif batik dengan corak yang bewarna 
hijau daun yang berlumuran darah terbuat dari kain. 
 Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan 
penyelidikan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh 
Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, 
sehingga keberadaan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara 
ini. 
 
2.Pertimbangan Sosiologis 
- Bahwa latar belakang perbuatan terdakwa salah satunya karena faktor 
kurangnya pemahaman dan pelaksanaan ajaran agamanya dengan baik 
sehingga melakukan tindak pidana pembunuhan itu. 
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-Perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana yang mengakibatkan 
matinya korban dan merugikan pihak lain 
- Kondisi diri terdakwa sudah memasuki usia tua dan pada saat melakukan 
pembunuhan itu pikiran dalam keadaan tidak normal. 
- Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dipicu karena tersinggung dan 
marah kepada korban. 
3. Pertimbangan Subjektif 
- Bahwa sifat dari perbuatan terdakwa tersebut sangat kejam dan keji 
karena telah menghilangkan nyawa orang lain 
- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan hukum positif 
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat. 
 
Analisis Penulis 
 Amar putusan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 
menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan dan kepastian 
hukum haruslah tersirat dalam suatu putusan. Putusan itu sendiri ditujukan 
bagi siapa saja yang ikut andil dalam suatu kasus pidana oleh karena guna 
menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Secara yuridis berapapun sanksi 
pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama 
tidak melebihi batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang 
diancamkan dalam Pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi 
persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan putusan berupa sanksi pidana sehingga putusan yang 
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dijatuhkan secara objektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan bagi 
masyarakat luas pada umumnya dan bagi saksi korban dan juga terdakwa 
pada khususnya. 
 Surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum 
merupakan salah satu alat yang penting digunakan oleh Majelis Hakim 
dalam menelaah faktor-faktor dan pertimbangan-pertimbangan dalam 
menjatuhkan suatu putusan. Berdasarkan fungsinya, Majelis Hakim 
menjadikan surat dakwaan menjadikan pedoman dalam melakukan 
pemeriksaan dipersidangan dan tentunya dijadikan sebagai acuan dasar 
dalam menjatuhkan putusan. Majelis Hakim sendiri tidak boleh 
memidanakan orang yang bersalah atas perbuatannya bilamana Jaksa 
Penuntut Umum menyatakan perbuatan tersebut tidak dimasukkan dalam 
surat dakwaan meskipun terbukti bahwa pelaku melakukan tindak pidana 
berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. 
 Mengenai hal pembuktian dari hasil alat bukti yang diajukan oleh 
Jaksa Penuntut Umum dihadapan persidangan maka sudah dapat 
dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hal ini sudah memenuhi 3 (tiga) 
alat bukti yang sah yang tercantum dalam Pasal 183 ayat (1) KUHAP yakni : 
“ keterangan saksi korban, surat dakwaaan dan keterangan terdakwa. Jadi 
hal ini sudah cukup alat bukti diajukan dipersidangan “. Hal ini sudah sesuai 
dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim dalam 
menjatuhkan putusan harus didasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat 
bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. 
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 Sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan 
mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan yakni perbuatan 
terdakwa sangat keji dan menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi 
keluarga para korban, dan hal-hal yang meringankan terdakwa yakni 
terdakwa berperilaku sopan di persidangan dan belum pernah dihukum, 
guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatnnya tersebut. 
 Unsur-unsur dalam masing-masing tindak pidana ini harus dibuktikan 
guna penerapan sanksi pidana yang tepat, dengan sistem penjatuhan 
hukumannya didasarkan pada cara “absorpsi yang dipertajam” yakni satu 
hukuman saja yang dijatuhkan berupa maksimum pidana yang dijatuhkan 
ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbatan itu, 
tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah 
sepertiga. 
 Cara pemeriksaan seperti inilah yang sering dilupakan pengadilan, 
seolah-olah terdapat satu kecendrungan pemeriksaan yang menitikberatkan 
pemeriksaan hanya pada dakwaan pertama (I) saja. Apabila dakwaaan 
pertama (I) sudah terbukti, pemeriksaan perkara dianggap sudah selesai. 
Pemeriksaan terhadap dakwaan kedua (II) dan seterusnya baru dianggap 
merupakan keharusan jika dakwaaan pertama (I) tidak terbukti. Cara berfikir 
dan penerapan yang serupa tidak tepat dan bertentangan dengan cara 
pemeriksaaan pengadilan yang ditentukan oleh Undang-undang Pasal 65, 
Pasal 66 dan Pasal 70 KUHP. 
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    BAB V 
         PENUTUP 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan dari hasil rumusan masalah, hasil penelitian dan 
pembahasan, maka Penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :  
1. Penerapan hukum pidana dan sanksi pidana terhadap kasus delik 
pembunuhan No 08/Pid. B 2012/PN.Sidrap sudah sesuai dengan norma 
hukum yang berlaku, semua unsur tindak pidana yang diatur dalam 
Pasal 338 KUHP semua telah terpenuhi yang mana terdakwa dijatuhi 
pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun. 
2. Pertimbangan Hakim terhadap delik pembunuhan pada kasus No 08/Pid. 
B 2012/PN.Sidrap telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku. 
Adapun pertimbangan Hakim yang memberatkan dan meringankan 
terdakwa dalam putusan perkara pidana No 08/Pid. B 2012/PN.Sidrap 
adalah : 
-  Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat 
   Adapun sifat baik yang dapat menjadi pertimbangan hakim untuk 
meringankan hukuman terdakwa misalnya memiliki prestasi atau 
kelebihan yang membuat masyarakat bangga. 
- Terdakwa bukan seorang Recedive, yang telah kita ketahui recidive 
dapat dihukum lebih berat apabila kembali melakukan tindal pidana. 
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengaku terus 
terang atas perbuatannya yang dilakukannya. 
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- Terdakwa telah memasuki usai lanjut dan sering sakit-sakitan. 
 
B. SARAN 
1. Dalam kasus pembunuhan No 08/Pid. B 2012/PN.Sidrap ini dapat 
menjadi suatu pelajaran atau suatu bimbingan terhadap setiap keluarga 
agar dalam kehidupan berumah tangga bisa menjalin keluarga yang 
harmonis, yakni menumbuhkan komunikasi yang baik. 
2. Sebaiknya dari pihak yang terkait atau pemerintah dalam hal ini 
Departemen Sosial dapat mensosialisasikan dan mengajak setiap 
keluarga agar bisa memelihara keluarganya dengan baik tanpa adanya 
suatu kekerasan  dalam rumah tangga. 
3. Kepada masyarakat pada umumnya diharapkan, memberikan suatu 
masukan, saran dan dukungan kepada keluarga atau tetangga yang 
mempunyai masalah sehingga dapat terselesaikan secara kekeluargaan 
bukan secara kekerasan yang dapat menimbulkan emosi besar, bahkan 
dapat menghilangkan nyawa anggota keluar sendiri 
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